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Lampiran I : Permenimipas No. 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan
Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kalimantan

Selatan

PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TE G
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a  bahwa untuk
terhadap warga negara Indonesia, orang asing, dan
penjamin serta untuk memberikan kepastian hukum
dalam tindakan i i

perlu  dilakukan  penyesuaian  terhadap  beberapa
ketentuan peraturan  perundangundangan mengenai
pengawasan keimigrasian khususnya terhadap warga
negara Indonesia, orang asing, dan penjamin, karena
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
perkembangan hukum saat ini;

bahwa

dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 193 dan Pasal 201 Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2011 tentang
Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Momor 6 Tahun 2011
tentang  Kcimigrasian, perlu menctapkan Peraturan
Menteri Imigrasi  dan  Pemasyarakatan  tentang
Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif
Keimigrasian;

1. Pasal 17 ayat |3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian  Negara [Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916] scbagaimana
telah diunbah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

BAB |
KETENTUAN UMU

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1

2

=

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang
masuk  atau  keluar  Wilayah Indonesia  serta
pengawasannya  dalam rangks menjaga tegaknya
kedaulatan negara
Wilayeh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
discbut Wilayah Indonesia adalah seluruh  Wilayah
Indonesia  serta zona tertentu yang ditetapkan
berdasarkan Undang-Undang,

adalah kegiatan
yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolsh, serta
menyajikan data dan informasi Keimigrasian WNI dan
Orang Asing dalam sangka memastikan dipatuhinya
di bidang

Keimigrasian
Warga Negara Indonesia yang sclanjutnya disingkat WK1
adalah orang-orang bangsa Indoncsia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
scbagai warga negara.

Orang Asing adalah orang yang bukan WNL

Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung
jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing sclama
berada di Wilayah Indonesia

Korporasi adslah kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum.

Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut
Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau
lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi
terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing.
Dokumen Perjalanan adalah  dokumen resmi  yang
dikcluarkan olch pejabat yang berwenang dari suatu
negara, Perserikaton Bangsa-Bangsa, atau organisasi
internasional lainnya untuk  melakukan  perjalanan
antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
Dokumen Keimigrasian adalah DPRI dan lzin Tinggal
vang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat
dinas luar negeri

Dokumen  Perjalanan  Republic  Indonesia  yang
selanjutnya disingkat DPRI adalah Paspor Republik
Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik
Indonesia.

Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Paspor adalah  dokumen yang dikeluarkan oleh
Pemerintah  Republik  Indoncsia kepada WNI untuk
melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama
jangka waktu tertentu.

Surat Perjalanan Llaksana Paspor Republic Indonesia
vang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana
Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan
dalam keadaan tertentu yang berlaku sclama jangka
waktu tertentu

Menetapkan
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Tahun 2008 tentang Kementcrian Negara (Lembaran
Negara Republil Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
6994);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2011  tentang
Keimigrasian {Lembaran Negara Republik Indanesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216) scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor & Tahun 2011  tentang
Keimigrasian {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6996);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2013 Nomoar 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5409) scbagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kecmpat atas Peraturan Pemcrintah Nomor 31 Tahun
2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Momor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103,
Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6886);

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 916) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara
Republik Indoncsia Tahun 2024 Nomor 867);

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Dircktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TENTANG PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DAN TINDAKAN
ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN.

20.

21.

22

23.

&2

24.

2

25.

26.

27.

3

_a.

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa
adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun
clektronilc yang diberikan olch pejabat yang berwenang
untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan
menjadi dasar untuk pemberian lzin Tinggal.

Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar
Republik  Indonesia, Konsulat Jenderal Republik
Indonesia, dan Konsulat Republik Indanesia.

Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang
Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas huar negeri
baik secara manual maupun elektronik untuk berada di
Wilayah Indonesia.

Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada
Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan
menctap di Wilayah Indonesia sebagai  penduduk
Indonesia .

Sistem  Informasi Manajemen  Keimigrasian  yang
sclanjutnya disebut dengan Simkim adalah sistem
teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan
untuk mengumpulkan, mengolah, dan  menyajikan
informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan
pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi
Keimigrasian

. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau

sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik
untuk mengangkut orang maupun barang
Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang
untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan
Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh
Undang-Undang.
Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing
untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan
Keimigrasian
Tindakan Administratif Keimigrasian adalah  sanksi
administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap
Orang Asing di luar proses peradilan

Menyimpan Sementara adalah tindakan Pejabat Imigrasi
untuk menyimpan Dokumen Perjalanan, Dokumen
Keimigrasian, dan/atau dokumen perizinan Orang Asing
dalam jangka waktu tertentu.
Kantor Imigrasi adalsh unit pelaksana teknis yang
menjalankan fungsi Keimigrasian di dacrah kabupaten,
kota, atau kecamatan.
Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis
yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat
penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai
Tindakan Administratif Keimigrasian.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi adalah
instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Dircktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan di provinsi.
Kepala Kantor Wilayah Dircktorat Jenderal Imigrasi
adalah pimpinan instansi vertikal Dircktorat Jenderal
Imigrasi di provinsi.



28, Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang
Asing dari Wilayah Indonesia.

29 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
suburusan i di bidang keimigrasian dan
pemasyarakatan yang merupakan ruang lingkup urusan
pemerintahan di bidang hulkum.

30. Dircktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

31. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah mengikuti
pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian
teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan
Undang-Undang Keimigrasian

TATA CARA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Bagian Kesatu
Umnum

Pasal 2

{1} Menteri
(2) Pengawasan Keimigrasian meliputi:
& pengawasan terhadap WHI
b. pengawasan terhadap Orang Asing; dan
c. pengawasan terhadap Penjamin.

Pasal 3
dalam

Pasal 2 dllaksanaksn oleh
Direktur Jenderal, untuk melaksanakan
Pengawasan Keimigrasian di pusat;

b Kepala Kantor Wilayah Dircktorat Jenderal Imigrasi,

untuk di
provinsi;

¢ kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan

imigrasian di kota atau

kecamatan; dan

d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau pcjabat dinas
luar neger, untuk melaksanakan FPengawasan
Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.

Pasal 4

Pasal 3 terdiri atas
&  pengawasan administratif; dan
b, pengawasan lapangan

(2) Dalam
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksana

penunjang,

Perangkat penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terdiri atas:

a.  perangkat identifikasi biometrik;

b perangkat informasi profil penumpang dan/atau
awak alat anglat;

c.  perangkat forensik digital;

=
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(4] Akses data dan informasi schagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan nota kesepahaman
atau perjanjian antara Direktur Jenderal dengan
pimpinan instansi dan/atau lembaga pemerintahan
terkait

Pasal 8
(1) Pengumpulan, pengolahan, scrta penyajian data dan
informasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a dilaksanakan dengan mekanisme:
a.  identifikasi subjek yang akan dilakukan pengawasan
secara administratif;
b. pengumpulan data dan informasi;
c.  pengolahan serta verifikasi data dan informasi; dan
d. penyajian data dan informasi hasil pengawasan
administratif ke dalam berita acara pemeriksaan.
(2] Dalam rangka pengumpulan, pengolahan, serta penyajian
data dan informasi schagaimana dimaksud pada ayat (1]
dapat meminta

dokumen n
DPRI atau anak ganda
terbatas kepada instansi yang menerbitkan dokumen.

(3] Dalam hal hasil pengawasan administratif yang

lak dengan serta
penyajian data dan informasi ditemukan dato dan
informasi yang diduga melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan ditindaklanjuti dengan
Ppengawasan lapangan.

(4] Format berita acara pemeriksaan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini

Pasal 9
Penyusunan daftar nama WNI yang dikenai Pencegahan
keluar Wilayah Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Pasal
7 avat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Pasal 10

Pengambilan foto dan sidik jari sehagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perund;

Paragraf 3
Tata Cara Pengawasan Lapangan terhadap WNI

Pasal 11
Pengawasan lapangan terhadap WNI dapat dilakuken pada
saat WHI:
a.  berada di Wilayah Indonesia; dan
b.  berada di luar Wilayah Indonesia.

_6-

d. perangkat analisis data; dan
¢ perangkat lainnya yang menunjang  kinerja
pelaksanasn Pengawasan Keimigrasian
(4] Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat bersifat terbuka danfatau tertutup.

Pasal 5

(1) Hasil Pengawasan Keimigrasian yang memerlukan
perhatian dicantumkan ke dalam basis data subjck yang

memeriukan perhatian yang dilakukan melahai Simkim
(2] Basis data subjek yang memerlukan perhatian dapat
dipergunakan  sebagai  penunjang  pengambilan
keputusan bagi Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam
iksaan dan

penindaken Keimigrasian.
(3) Pelaksanaan pencatatan pada basis data subjek yang
perhatian oleh  Direktur

Jenderal

Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan terhadap WNI

Paragraf 1
Umum

Pasal &
Pengawasan  Keimigrasian terhadap WNI  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan pada saat:
a  permohonan DPRI;
b.  keluar atau masuk Wilayah Indonesia; dan
c.  berada di luar Wilayah Indonesia.

Paragraf 2
Tata Cara Pengawasan Administratif terhadap WK
Pasal 7
(1] Pengawasan administratif terhadap WNI dilakukan

dengan:
pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan
informasi mengenai
1. pelayanan Keimigrasian kepada WNI;
2. pengajuan permohonan DPRI yang dilakukan
oleh WNI;
3. lalu lintas WNI yang masuk atau keluar Wilayah
Indonesia.
b. penyusunan daftar nama WNI yang dikenai
Pencegahan keluar Wilayah Indonesia; dan
c.  pengambilan foto dan sidik jari.

(2] Hasil g g
pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang
dilakukan melalui Simkim dan dapat ditentukan stbagal
data yang bersifat rahasia.

(3) Data’ dan informasi yang tercantum dalam Simkim
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses olch
instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 12

Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di
Wilayah Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a dapat dilakukan pada saat
a.  pengajuan permohonan DPRI;

penggunaan DPRI;
c sebagai anak gands;
keluar atau masuk Wilayah Indonesi
menjadi Penjamin keberadaan Orang Agmg di Wilayah
Indonesia.

a

Pasal 13
(1] Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di
Wilayah Indonesia yang dilakukan pada saat pengajuan
permohonan DPRI sebagalmana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a dilakukan dalam hal terdapat keraguan

mengenai:

L ! atau hasil

b. keabsahan dokumen yang
dan

¢ kewarganegaraannya

(2] Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di
Wilayah Indonesia yang dilakulken pada saat penggunasn
DPRI schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b

untulk DPRI tidak

(3] Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di
Wilayah Indonesia yang dilakuken pada saat pendaftaran

anak berkewar anda s

dalam Pasal 12 huruf ¢ dilakukan dalam hal terdapat

keraguan mengenai dokumen yang dilampirkan

Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di

Wilayah Indoncsia yang dilakukan pada saat keluar atau

masuk Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf d dilakukan untuk memastikan DPRI

tidak disalahgunakan.

(5] Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di
Wilayah Indonesia yang dilakukan pada sast menjadi
Penjamin  keberadaan  Orang  Asing  di  Indonesia
sebagaimana  dimaksud r]alam Pasal 12 huruf e

untulk d

s dokumen vang dipersyaratkan sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. keberadaan dan kegiatan Orang Asin

c. domisili Korporasi, jika Penjamin berbentuk
Korporasi; dan

d jawab atas
dan kegiatan Orang Asing serta pemulangan ke
negara asal jika Orang Asing terscbut melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6] Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di
Wilayah Indonesia dilakukan dengan prosedur sehagai
berilaut:

s penerbitan surat perintah Pengawasan Keimigrasian;

b. penyusunan rencana kegiatan, analisa sasaran, dan
analisa tugas;

c. rapat persiapan;

(4]
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d. penyampaian  identitas dan  surat  perintah

e penyampaian  penjclasan  mengenai kegiatan
yang akan z

pengumpulan data dan informasi;

penyusunan hasil pengawasan lapangan yang

bersifat tertutup dalam berita acara pemeri|

rapat evaluasi; dan

dalam hal hasil Pengawasan Keimigrasian lapangan

yang bersifat  terbuka  ditemukan  dugaan

e om e

pelanggaran  peraturan  perundang-undangan,
. e dal
atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 14

Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di
luar Wilayah Indonesia sebagaimena dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b dilakukan dengan:

a. mencari dan mendapatkan keterangan mengenai
keberadaan WNI yang berada di luar Wilayah
Indonesia;

b. melakukan wawancara pada saat memochon DPRI;
dan

c. koordinasi dengan pemerintah negara sectempat
melalui kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk
memantau  keberadaan WNI di luar Wilayah
Indonesia.

Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di

luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan olch Pejabat Imigrasi yang ditunjuk

pada Perwakilan Republik Indonesia.

Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum

ada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk scbagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pengawssan Kcimigrasian
dilaksanakan olch pejabat dinas luar ncgeri yang tclah
mendapatian pengetahuan melalui pelatthan di bidang

Keimigrasian

Pasal 15

Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di luar
Wilayah Indonesia dilakukan dengan mekanisme:

a

b.

[H

pengumpulan data dan informasi mengenai keberadaan
dan kegiatan WNI;

pengumpulan data don informasi permasalahan untuk
mendukung pencegahan tindak pidana perdagangan
orang danatan tindak pidana penyelundupan manusia;

dan
koordinasi dengan pemerintah negara sctempat baik
formal maupun nonformal untuk mendapatkan informasi

keberadaan WNIL
Pasal 16
Direltur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi

atas pelaksanaan pengawssan lapangan terhadap WNI
pada saat berada di luar Wilayah Indoncsia

S11-

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksansan pengawasan
lapangan terhadap WNI ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing schagaimana

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengawasan terhadap Orang Asing

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2} huruf b dilakukan pada saat

B

b,
e
d

permohonan Visa;

masuk atau keluar Wilayah Indonesia;

pemberian lzin Tinggal; dan

berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Administratif terhadap Orang Asing

1

=]

&

(4

Pasal 21

Pengawasan  administratil  terhadap Orang  Asing

dilakukan dengan

a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan
informasi mengenai
1. pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;

2. lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar

Wilayah Indanesia;
3. Orang Asing  yang telah  mendspatkan
keputusan pendetensian;

4. Orang Asing yang dalam proses penentuan

status dan/atau
Keimigrasian;

5. Orang Asing yang mendapatkan izin berada di
luar  Rumah  Detensi  Imigrasi sctelah
dan

jangka waktu
6. Orang Asing dalam proses peradilan pidana,

b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai

Penangkalan stau Pencegahan;
pengambilan foto dan sidik jari.
Haml

pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang
dilakukan melalui Simkim dan dapat ditentukan scbagai

data yang bersifat rahasia.

Data dan informasi yang tercantum dalam Simkim

schagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di akses lch

instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai

dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Akses data dan mﬁum\as) s:hag;slmana dimaksud pada

ayat (3) dapat di kan nota

atau  perjanjian antara Direktur Jenderal dengan
pimpinan  instansi danfatau lembaga pemerintahan
terkait

S10-

(2) Direktur Jenderal dapat memberikan perbantuan teknis
terhadap kegiatan pengawasan lapangan kepada WNI
yang berada di luar Wilayah Indonesia

Pasal 17
Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di luar
Wilayah Indonesia yang bersifat terbuka dilakukan dengan:
&  mencari dan mendapatkan keterangan mengenai
keberadaan WNI yang berada di haar Wilayah Indone:
b, melakukan wawancara pada saat memohon DP]
dan/atau

deng: negas
setempat melalui kepala Perwakilan Republik Indonesia
untuk memantau keberadean WNI di luar Wilayah
Indonesia.

Pasal 18
(1) Dalam keadaan tertentu pengawasan lapangan terhadap
WNI pada saat berada di luar Wilayah Indonesia dapat
bersifat tertutup.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. sasaran diduga tidak akan memberikan informasi
atau tidak kooperatif;
b. sasaran diduga aken menghindar dari pelaksana
Pengawasan Keimigrasian; dan
¢ prediksi diperolehnya data dan informasi yang lebih
banyak dan  bernilai dibandingkan  dengan
pengawasan terbuka.
(3) Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di
luar Wilayah Indonesia yang bersifat  tertutup
ak kan dengan yang

terdiri atas:

a. wawancara yang dilakukan dengan  tidak
menunjukkan identitas scbenarnya atau secara
tidak resmi guna memperoleh ketcrangan dari
seseorang atau kelompok orang;

b. pengintaian yang dilakukan dengan mendatangi
objek tertentu secara langsung guna mendapatkan

dan dengan
panca indra dan/atau peralatan khusus;

c.  pelacakan yang dilakukan sccara tertutup baik
mandiri afau dengan bantuan alat peralatan
teknologi guna mengetahui kegiatan yang dilakukan
oleh sasaran;

d. dengan
et memperhatikan Langaung sasaran termasuk
kegiatan yang dilakukan oleh sasaran guna
mendapatkan bahan keterangan; dan

e penyusupan di dalam tempat, area, maupun lokasi
ysng d:dug;a terdapat k:b:xaﬂaan sasaran untuk

jika tidak

mungkin didapatkan d!ngan cara wawancara,

dengan
tujuan mendapatkan k:(cmngan mengenai sesuatu
yang berhubungan dengan sasaran,
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Pasal 22

Pengumpulan, pengolahan, serta penysjian data dan

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1]

hurufa dilakukan dengan mekanisme:
identifikasi subjek yang akan dilakukan pengawasan
secara administratif;

b.  pengumpulan data dan informasi

c.  pengolahan dan verifikasi data dan informasi; dan

d. penyajian date dan informasi hasil pengawasan
administratif ke dalam berita acara Pengawasan
Keimigrasian administratif.

(2) Dalam rangka pengumpulan, pengolahan, serta penyajian
data dan informasi scbagaimana pada ayat (1) pelaksana
Pengawasan Keimigrasian dapat meminta konfirmasi

dokumen
kepada instansi yang menerbitkan dokumen.

(3) Dalam hal hasil pengawasan administratif yang
dilakukan dengan pengumpulan, pengelahan, serta
penyajian data dan informasi schagaimana dimaksud
pada ayat 1) didapati data dan informasi yang diduga

andangan

i

ditindaklanjuti dengan pengawasan lapangan.
Pengumpulan, pengolshan, serta penyajian data dan
informasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1] juga
berlaku bagi Orang Asing pemegang Dokumen Perjalanan
untuk tugas resmi:

a.  bersifat diplomatik; dan

b. tidak bersifat diplomatik.

(4]

Pasal 23
Penyusunan dafter nama Orang Asing yang dikenai
dalam

atau
Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanaken sesuai dengan

Pasal 24

Pengambilan foto dan sidik jari scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanaken sesuai dengan
peraturan

Paragraf 3
Tata Cara Pengawasan Lapangan terhadap Orang Asing

Pasal 25
Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan
dengan
a. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang
Asmg di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:
keberadaan Orang Asing:
2, kegiatan Orang Asing; dan
3. kelengkapan Dokumen Perjalanan atau lzin Tinggal
vang dimiliki.
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b. melakukan kegiatan lain yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum berupa:

L sesuai
dengan perundang-und
dan

2. dan/atau
lembaga pemerintahan terkait dengan Pengawasan
Keimigrasian

FPasal 26
(1) Pengawasan lapangan sccara terbuka terhadap Orang

Asing dilakukan dengan prosedur sebagai berikcut:
penerbitan surat perintsh Pengawasan Keimigrasian;

b penyusunan rencana kegiatan, analisa sasaran, dan
analisa tugas;

c. rapat persiapan

d.  penyampaian  identitas dan  surat  perintah
Pengawasan Keimigrasian;

c. penyampaian  penjelasan  mengenai  kegiatan
pengawasan Keimigrasian yang akan dilakulkan:

f  pengumpulan data dan informa:

g penyusunan hasil pengawasan lspangan  yang
bersifat tertutup dalam berita acara pemeriksaan;
dan
rapat cvaluas

[E] Da]am fval berdasarkan hasil Pengawasan Keimigrasian
lapangan yang bersifat terbuka ditemukan dugaan
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan,

i dengan i atau
tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal diperlukan, pelaksana  Pengawasan

apat m surat
ian untuk dhul

koordinasi di lapangan.

(4] Format surat perintah Pengawnsan Keimigrasian

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berita
acara pemeriksaan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g dan surat pemberitohuan  Pengawasan
Keimigrasian scbagaimana dimaksud pada ayat (3]
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing yang bersifat
terbulca dilakukan dengan mekanisme:

a. i subjek scb identitas
Orang Asing, jenis, dan masa berlaku dokumen
Keimigrasian Visa; dan/atau

b. kegiatan b i Visa yang
digunakan
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Pasal 30

(1] Pelaksana Pengawasan Keimigrasian — scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 yang melaksanakan
pengawasan lapangan terhadap Orang Asing harus
mendapat surat perintah Pengawasan Keimigrasian yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(2] Dalam keadaan tertentu Pelaksana Pengawasan

imi dapat lapangan
tanpa  dilengkapi  surat  perintah  Pengawasan

(3] Keadaan tertentu schagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan temuan secara langsung oleh  pelaksana
Pengawasan Keimigrasian atas Orang Asing berupa:

o termasuk  dalam  daftar  Pencegahan  atau
Penangkalan;

b. termasuk dalam daftar pencarian orang: atau

¢ sedang melakukan kegiatan yang patut diduga
melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

(4 K dapat
melaksanakan tugas pengawasan lapangan  tanpa
dilengkapi surat perintah Pengawasan Keimigrasian
dengan prosedur sebagai berikut:

a. melapor terlebih dshulu kepada pejabat yang
berwenang mengenai adanya temuan di lapangan;
b, pejabat yang berwenang menyetujui  unfulc
dilaksanakan ~ pengawasan  lapangan  tanpa
surat perintah

c.  pelaksana
identitas kepada Orang Asing dan men]:la,skan
mengenai kegiatan pengawasan lapangan yang akan
dilalaukan; dan

d. melakukan pengumpulan informasi, wawancara
bahan keterangan, dan data di lapangan.

(5] Dalam hal hasil pelaksanaan pengawasan la'pangan
terdapat temuan, Pengawasan
melaksanakan prosedur schagai berikut
a  membawa Orang Asing ke satuan kerjanya untuk

menuangkan  peristiwa  dalam  berita  acara
pemeriksaan; dan
b. mencrbitkan  surat  perintah  Pengawasan

Keimigrasian dalam keadaan mendesak di tanggal
yang sama dengan tanggal dilaksanakannya
pengawasan lapangan atau paling lambat 1 (satu)
hari setelah dilaksanakannya pengawasan lapangan

(6) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan lapangan
secara terbuka ditemukan dugaan pelanggaran peraturan
perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan
penindakan  Keimigrasian atau tindakan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17) Dalam hal hasil pelaksanaan pengawasan lapangan tidak
terdapat temuan,
melaksanakan prosedur sebagai berikut:

a.  meminta informasi korespondensi dari Orang Asing;
b. menerbitkan  surat  perintsh  Pengawasan
Keimigrasian di tanggal yang sama dilaksanakannya

i

(2]

(3)

(4]

[t

(3]

Pasal 28
Dalam pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap
Orang  Asing  yang bersifat  terbuka, pelaksana
Pengawasan Keimigrasian berwenang:
memeriksa tempat, area, atau lokasi yang. diduga
terdapat keberadaan dan kegiatan Orang

b memerintahkan Orang Aslng untuk herhe'nu tintuk

c. meminta Orang Aamg m:mu:rllha(kan dan
menyerahkan Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau
Izin Tinggal;

d. Menyimpan Sementara Paspor atau Dokumen
Perjalanan Orang Asing dalam rangka pemeriksaan
lebih lanjut;

e membewa serta Orang Asing untuk dimintai
keterangan dalam rangka penindakan Keimigrasian;

f  memerintahkan penanggung jawab tempat, area,
atau lokasi yang diduga terdapat keberadaan Orang
Asing untuk membuka pintu tertutup, dalam rangka
Pengawasan Keimigrasian;

g membuka paksa akses tempat, arca, atau lokasi
yang diduga terdapat keberadaan Orang Asing untuk
membuka pintu tertutup yang disetujui aleh ketua
lingkungan dan disaksikan olch 2 (dua) orang serta
dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan; dan

h. mengenakan borgol tangan kepada Orang Asing
dalem hal adanya kekhawatiran Orang Asing akan
melarikan  diri  saat dibawa untuk dimintai
keterangan.

Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1] huruf g tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini

Pasal 29
Dalam hal Orang Asing mengunci pintu secarn sengaja
tempat, area, atau lokasi untuk menghindarkan diri dari
pengawasan lapangan yang bersifat terbuka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28, pelaksana Pengawasan
Keimigrasian berwenang membuka paksa pintu.
Pembukaan paksa pintu sabagsimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sctclah mendapat persetujuan
ketua lingkungan.
Pelaksanaan pembukaan paksa pintu oleh pelaksana
dalam berita acara
pemeriksaan dengan ditandatangani 2 (dua) orang saksi
dan ketua lingkungan.
Format berita acara pemeriksaan scbagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini

Pengawasan Keimigrasian atau paling lambat 1
(satu] hari sctelah dilaksanakannya Pengawasan
Keimigrasian; dan
c. Pejabat Imigrasi menyampaikan surat perintah
Pengawasan Keimigrasian kepada Orang Asing.
Format surat  perintah  Pengawasan  Keimigrasian
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara
pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
a, dan surat perintah Pengawasan Keimigrasian dalam
keadaan mendesak schagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31
Dalam keadaan tertentu pengawasan lapangan terhadap
Orang Asing dapat bersifat tertutup.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. sasaran diduga tidak akan memberikan informasi
atau tidak kooperatif;

b sasaran diduga akan menghindar dari pelaksana
Pengawasan Keimigrasian;

c.  prediksi diperolehnya data dan informasi yang lebih
banyak dan bernilai  dibandingkan  dengan
pengawasan terbuka.

Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing yang

bersifat tertutup dilaksanakan dengan penyamaran yang

kegiatannya terdiri atas:

a wawancara yang dilakukon dengan tidak

identitas atau secara
tidak resmi guna msmpzmleh keterangan dari
seseorang atau kelompok orang;

b. yang dengan d
obyek tertenti secara langsung guna mendapatkan
gambaran dan pemetaan dengan menggunakan
panca indera dan/atau peralatan khusus;

c. pelacakan yang dilakukan sccara tertutup baik
mandiri ataupun dengan bantuan alat peralatan
teknologi guna mengetahui kegiatan yang dilakukan
oleh sasaran;

d yang di dengan

erhatikan langsung sasaran termasuk
kegiatan yang dilakukan olch sasaran guna
mendapatian bahan keterangan; dan

. penyusupan di dalam tempat, area, maupun lokasi
yang diduga terdapat keberadaan sasaran untuk
keperluan pemantauan yang dilakukan jika tidak
mungkin didapatkan dengan cara wawancara,

i dan dengan.
tujuan mendapatkan keterangan mengenai sesuatu
yang berhubungan dengan sasaran.
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Pasal 32

(1} Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing yang

bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

dilaksanakan dengan prosedur scbagai berikut

. penerbitan surat perintah Pengawasan Keimigrasian;

b. penyusunan rencana kegiatan, analisa sasaran, dan
analisa tugas;

c. rapat persiapan;

d. pengumpulan data dan informasi;

c. penyusunan hasil pengawasan lapangan yang
bersifat tertutup dalam berita acara pemeriksaan;

an

f. rapat evaluasi.

Dalam hal hasil

lapangan secara tertutup ditemukan dugaan pelanggaran

perundk

2

dengan
lapangan secara terbuka.

(3) Format surat perintah Pengawasan Keimigrasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan berita
acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ha,
Tata Cara Pengawasan terhadap Penjamin

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

(1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Penjamin
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c
dilakukan terhaday
& peroranga
b.  Korporasi.

(2) Pengawasan  Keimigrasian  terhadap  Penjamin
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya
bagi Penjamin dari Orang Asing pemegang lzin Tinggal
terbatas atau Izin Tinggal tetap.

(3) Pengawasan Keimigrasian terhada Penjamin
s:bagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mendapatkan kebenaran informasi mengenai:

a. dokumen yang dipersyaratkan sesuai :Icngﬁn
peraturan

b. kesanggupan bertanggung jawab atas \cberadsan

dan kegiatan Orang Asing serta pemulangan ke

negara asal jika Orang Asing tersebut melanpgar
peraturan

(4) Pengawasan Keimigrasian terhadap Penjamin Korporasi
sebagaimana dimaksud dalam aya( 1) huruf b dilalukan

an

si

o dokomen vang r.hp:myaralkan scsual  dengan
peraturan per

b.  keberadaan dan kegiatan Orang Asing;

c.  domisili Korporasi; dan

C19-

Paragraf 3
“Tata Cara Pengawasan Lapangan Terhadap Penjamin

Pasal 36
Pengawasan lapangan dilaksanakan terhadap Penjamin untuk
mendapatkan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (3] dan ayat (4).

Pasal 37
(1) Pengawasan lapangan terhadap Penjamin yang bersifat
terbuka dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikus
& penerbitan surat perintah Pengawasan Keimigrasia
b. penyusunan rencana kegiatan, analisa sasaran, dan
snalisa tugas;
. rapat persia
d  penyampaian identitas  dan  surat  perintah
Pengawasan Keimigrasian;
c. penyampaian  penjelasan  mengenai In:g‘patan
pengawasan lapangan yang akan dilakukan:
f.  pengumpulan data dan informasi;
g penyusunan  hasil pengawssan lspangsn  yang
bersifat terbuka dalam berita acara pemeriksaan;
d

lan
h.  rapat cvaluasi.

(2) Dalam hal
lapangan yang b:rsafa: bcrbuka rlm:mul:an duga.an
pelanggaran pen.
dit dengan i jan  atay
tindakan lain sesuai dengan ketentuan 'pcralursn
perundang-undangan.

(3) Keimigrasian dapat bith
surat i
mendukung kelancaran koordinasi di lapangan.

(4) Format surat perintah Pengawasan  Keimigrasisn

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berita
acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurf g den surst pemberitahuan Pengawasan

imi i d pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 38
(1) Dalam keadaan tertentu pengawasan lapangan terhadap
Penjamin dapat bersifat tertutup.
i2) Keadaan tertentu sebagaimana dimsksud pada ayat (1)
meliputi:
s sasaran diduga tidak akan memberikan informasi
atau tidak kooperatif;
b sasaran diduga akan menghindar dari pelaksana
Pengawasan Keimigrasian; dan
. prediksi diperolehnya data dan informasi yang lebih
banyak ~dan  bernilai  dibandingkan  dengan
pengawasan terbuka.
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d.  kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan
dan kegiatan Orang Asing serta pemulangan ke
negara nsal jika Orang Asing tersebut melanggar

perundang:

Pasal 34

Penjamin harus melaporkan

b.

setiap perubahan mengenai identitas diri dan/atau
keluarga Orang Asing yang dijaminnya; dan fatau

setiap  perubshan  status  sipil, kewarganegaraan,
pekerjaan, atau perubshan alamat Orang Asing yang
dijaminnya,

kepada kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sctempat
yang berada dalam lingkup Orang Asing bertempat tinggal,
bekerja, dan/atau berdomisili.

(4]

(5

(3)

(2

3

Paragraf 2
Tata Cara Pengawasan Administratif Terhadap Penjamin

Pasal 35

Pengawasan administratif terhadap Penjamin  dalam

rangka mendapatksn  kebenaran  dokumen  yang

dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peratiran

andangan d dalam

Pasal 33 ayat (3) huruf a dan Pasal 33 ayat (4) huruf a
dilakukan dengan cara:

a. identifikasi Penjamin yang aken dilakukan

pengawasan secara administrati

b. pengumpulan data dan informa:
c. pengolahan dan verifikasi data dan informasis
d. analisis, pengolahan, dan verifikasi data; dan
. penyajian data dan informasi hasil pengawasan
administratif ke dalam berita acara Pengawasan
Keimigrasian administratit.
Dalam hal hasil
ditemukan informasi dugaan  pelanggaran _peraturan
d dapat di dengan

Pengawasan  Keimigrasian  lapangan  dan/atau
penindakan Keimigrasian.

Hasil
pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang
dilakukan melalui Simkim dan dapat ditentukan scbagai
data yang bersifat rahasia.

Data dan informasi yang tercantum dalam Simkim
scbagaimana dimaksud pada ayat (3] dapat diakses oleh
instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Akses datn dan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] dapat dilakukan berdasarkan nota kesepahaman
atau perjanjian antara Direktur Jenderal dengan
pimpinan  instansi dan/atau lembaga pemerintahan
terkait.
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Pengawasan  lapangan  yang  bersifat  tertutup
dilaksanskan dengan penyamaran yang kegiatannya
terdiri atas:
o wawancara yeng  dilakukan dengan tidak
ji identitas atau secara
tidak resmi guna mcmp:mlsh keterangan
scscorang atau kelompok orang:

b. yang dengan d
abjele tertentis secara langsung guna mendapatican
an dengan

panca indra dan/atau peralatan khusus;

. pelacakan yang dilakukan sccara tertutup baik
mandiri ataupun dengan bantuan slat peralatan
teknologi guna mengetahui kegiatan yang dilakukan
aleh sasaran;

yang engan
atau memperhatikan langsung sasaran termasuk
kegiatan yang dilakukan oleh sasaran guna
mendapatkan bahan keterangan; dan

c. penyusupan di dalam tempat, arca, maupun lokasi
yang diduga terdapat keberadaan sasaran untuk
keperluan pemantavan yang dilakukan jika tidak
mungkin didapatkan dengan cara wawancara,
pengintaian, pelacakan, dan pembuntutan dengan
tujuan mendapatkan keterangan mengenai sesuatu
yang berhubungan dengan sasaran.

Pasal 39
Pengawasan lapangan terhadap Penjamin yang bersifat
tertutup sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 33
dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
a.  penerbitan surat perintah Pengawasan Keimigrasian;
b penyusunan rencana kegiatan, analisa sasaran, dan
analisa tugas;
c. rapat persiapan;
d. pengumpulan data dan informasi;
c. penyusunan hasil pengawasan lapangan yang
bersifat tertutup dalam berita acara pemeriksaan;
an
£ rapat evaluasi.
Dalam hal
lapangan secara tertutup ditemukan dugaan pelanggaran
d: d. i juti dengan

Pengawasan Keimigrasian lapangan sccara terbula.
Format surat perintah  Pengawssan  Keimigrasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan berita
acara pemeriksaan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan
lapangan terhadap Penjamin ditetapkan oleh Dircktur
Jenderal
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BAE 111
TIM PENGAWASAN ORANG ASING

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Fora

Pasal 41
Untuk seca
terkoordinasi terhadap kegiatan Orang Asing di Wnlaysh
Indonesia, Menteri membentuk Tim Pora.

Pasal 42
(1) Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan tingkat dacrah.
2 ra na pada

ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.

Tim Pora tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. Tim Pora tingkat provinsi;

b.  Tim Pora tingkat kabupaten /kota; dan

c. Tim Pora tinglat kecamatan.

(3

Pasal 43
Dalam keadsan tertentu, kepala Kantor Imigrasi dapat
membentuk Tim Fora di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 44

(1] Tim Pora tingkat pusat dibentuk dengan Keputusan
Menteri.

(2) Tim Pora tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diketuai oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pasal 45

i1) Tim Pora tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi

(2 Tim Pora tingkat provinsi scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Imigrasi

Pasal 46
i1) Tim Pora tingkat kabupaten/kota dan kecamatan
dibentuk dengan Keputusan kepala Kantor Imigrasi.
(2) Tim Pora tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala
Kantor Imigrasi

Bagian Kedua
Struktur Organisasi Tim Pora

FPasal 47
Tim Pora beranggotakan perwakilan dari instansi danjalau
lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di d
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bidang narkotika nasional;

u. badan yang urusan di
bidang keamanan lsut; dan
v. badan yang urusan di

bidang penanggulangan terorisme

Pasal 50
Keanggotasn Tim Pora tingkat provinsi paling sedikit terdiri
dari unsur:

Kantor Wilayah Dircktorat Jenderal Imigrasi;

Kepolisian Dacral
Pemerintah Dacmh Provinsi;

Badan Narkotika Nasional Provinsi;

Badan Intelijen Negara Daerah;

Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer;
Pangkalan Udara Utama Angkatan Udara;
Komanda Pangkalan Utama Angkatan Laut;
Kejaksaan Tinggi; dan

Kantor Wilayah Pajak.

Pasal 51
Keanggotaan Tim Pora tingkat kabupaten/kota paling sedikit
terdiri dari unsur:
a.  Kantor Imigrasi;
b.  Kepolisian Resor Kota/Kepalisian Resor;
c. Kejaksaan Negeri;
d. Pemerintah Daerah kabupaten /kota;
c. Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota;
f.  Badan Intclijen Negara Dacrah;
g Komando Distrik Militer;
Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut; dan
Pangkalan Udara Angkatan Udara.

Pasal 52

Keanggataan Tim Pora tingkat kecamatan paling sedikit terdiri
dari unsur:
Kantor Imigrasi;
Kepolisian Seltor;
Komando Rayon Militer;
P:rangkal l(:camalan dan

atau intah Desa.

fnonop

Bagian Ketiga
‘Tugas dan Fungsi Tim Pora

Pasal 53
(1) Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran
dan pertimbangan kepada instansi danjatau lembaga
pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan
dengan Pengawasan Orang Asing.
(2] Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Tim Pora mempunyai fungsi:
Lordinasi dan pertularan data dan informasi;
h, pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang
Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau
kelurahan sampai dengan provinsi;

_a2.

Pasal 48
(1) Struktur organisasi Tim Pora tingkat pusat, tingkat
provinsi, dan tingkat kabupaten,/kota terdini atas:
a. penaschat;

b ketua;
c.  sckretaris; dan
d. anggota.
i2) Struktur organisasi Tim Pora tingkat kecamatan terdiri
atas:
a.  ketua;
b.  sckretaris; dan
c.  anggota

Pasal 49
Keanggotaan Tim Pora tingkat pusat paling sedikit terdiri
dari unsur
a. i yang :
pemerintahan  imigrasi dan  pemasyarakatan  yang
merupakan lingkup urusan pemerintsh di  bidang

1 i

huleum;

b 1 urusan
pcm:nnlaba.n di bldang pemerintahan dalarn 1 negert;

c urusan
pemerintahan di Bidueg tua neger;

yang n umasan
pemerintahan di bidang pariwisata dan ckonomi kreatif;

e Tentara Nasional Indonesia;
f.  Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g Kejaksaan R:putllik lnﬂonesia'
h. n urusan
pemerintahan di hldang keuangan negara:
wurusan
pemerintahan di bldang keschatar
n  urusan
ahan di h)dang jaan;
k L n  urusan
pcm:nn(aha.n di bldang agama;
i yang urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
van lenggarak
pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup
urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan
pemeriniahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknolog:
n yang urusan
pemerintahan di bmdang sasial;
0. a  urusan
pemerintahan di hldang perhubungan;
P wurusan
pemerintahan di bmdang pemuda dan nLahrﬁga
wurusan
pemerintahan di bmdang kesckretariatan negara;
r.  badan yang wrisan n di
bidang risct dan inovasi nasional;
5. badan yang trusan di
bidang intelijen negara;
t.  badan yang ursan di
S2a4.

¢. analisa dan cvaluasi terhadap data/informasi yang
berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Orang
Asing serta membuat peta pengawasan Orang Asing

d. per 1 terkait keberadaan dan
kegiatan Orang Asing;

e. pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja
sama dalam rangka pengawasan Orang Asing;

f.  penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat
Lhusus atau nsidental; dan

g pelaksanaan fungsi lain yang ditctapkan olch Ketua
Tim Pora berkaitan dengan pengawasan Orang
Asing.

Pasal 54
(1] Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53, Tim Pora juga dapat

operasi gab jika
(2] Operasi gabungan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

5. operasi gabungan yang bersifat khusus; atau
b, operasi gabungan yang bersifat insidental

(3] Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berdasarkan rencana aperasi

Pasal 55

(1) Operasi gabungan yang bersifat khusus scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2] huraf a merupakan
operasi yang dilakukan pada waktu atau kegiatan
tertentu.

(2 Operasi gabungan yang bersifut insidental sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b merupakan
operasi yang dilakukan sewsktu-waktu dalam hal adanya
laporan:

&  masyarakat; dan/atau
b. anggota Tim Pora.

Pasal 56

(1] Operasi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Fasal
54 ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1
isatu] tahun, berdasarkan hasil rapat kerja Tim Pora
dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

(2) Dalam pelaksanaan operasi gabungan, setiap anggota
Tim Pora mengirimkan anggota dengan jumlah sesuai
dengan kescpakatan dalam rapat kerja Tim Pora.

(3] Operasi gabungan dipimpin oleh Pejabat Imigrasi yang
ditunjulk.

(4] Dalam hal hasil operasi gabungan menemukan Drang
Asing yang diduga melanggar ketentuan
perundang-undangan, dilaksanakan tindak lanju( u]:h
instansi yang berwenang sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan

88



(1

(2] Laparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat
8. dasar pelaksanaan;

b. persenel;

¢ waktu dan tempat pelaksanaan;
d.  kronologis pelaksanaan;

e hasil yang dicapai; dan

£  kesimpulan dan saran.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat  [(2)
disampaikan kepada Ketua Tim Pora paling lambat 7
(tujuh] hari kalender terhitung scjak operasi gabungan
dilaksanakan.

(4] Ketua Tim Pora laporan
dimaksud pada ayat 3] keparla Direktur Jenderal

Pasal 58
Untuk menduk Jal tugas dan fungsi
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Pasal 57
Hasil operasi gabungan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 dilaporkan sccara tertul

Tim Pora, Ketua Tim Pora dapat membentuk sckretariat.

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian

(1

(2

Pasal 59

Penentuan  pengenaan  Tindakan  Administratif
i ian dilaksanak gelar kasus yang

ditetapkan oleh
a. irektur dan i Kei

untuk  penanganan pada Direktorat Jenderal

Imigrasi;
b.  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi,

untuk penanganan pada Kantor Wilayah Direktorat
dan

Jenderal Imigra

¢ kepala Kantor Imigrasi, untuk penanganan pada

Kantor Imigrasi,

i
vang selanjutnya disebut pejabat yang berwenang.
Penctapan  pelaksanaan  Tindakan  Administratif

Keimigrasian  terhadap ~ Orang  Asing  dengan

p:mmbanga
tidale didapati 2 (dua) alat bukti yang culup;

b petut diduga bahwa yang bersangkutan bermaksud
untuk berada di Indonesia, dan jika menempuh jalur
peradilan  dikhawatirkan akan menyalahgunakan
upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan
kembali, grasi, dan/atau disalahgunakan oleh Orang
Asing yang menjadi buronan atas kasus berat dari
negara asal atau pelarian dari negara yang sedang
bergolak; dan/atau
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pada ayat (1) dapat berupa:
diduga atau patut diduga mclakukan pelanggaran
peraturan  perundang-undangan i ang
Keimigrasian; dan/atau

b. didugs atau patut diduga melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Tata Cara Penge Tindalan

1)

(2]

(3]

Pasal 61

Dalam  ran, n  Tindakan A

K.:\m\gxaa.lan P:]abal Imigrasi berwenang untuk:
memanggil sescorang untuk dimintai keterangan
dalam berita acara pemeriksaan;

b. meminta Orang Asing untuk menyerahkan
sementara Dokumen Perjalanan dan/atau dokumen
Izin Tinggal;

c. mengamankan dan memeriksa Orang Asing yang
diduga melakukan pelanggaran  Keimigrasian;
dan/atau

d.  mengenakan borgol atau belenggu tangan terhadap
Orang Asing yang akan dikenakan Tindakan
Administratif Keimigrasian, Jika terdapat
kemungkinan Orang Asmg akan melarikan  diri
dan/atau membahayakan pet

Orang Asing yang diminta umuk menyerahkan

sementara Dokumen Perjalanan schagaimana dimaksud

pada ayat (1] huruf b diterbitkan surat tanda penerimaan

Dokumen Perjalanan oleh Pejabat Imigrasi.

Format surat panggilan dan berita acara pemeriksaan

schagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a scrta surat

tanda penerimaan Dokumen Perjalanan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

62

Pasal
Pengennan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa
pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan
oleh Pejabat Imigrasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat [(2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan-perundangan  mengenai  Pencegshan  dan
Penangkalan

1)

Pasal 63
Pengenaan  Tindakan  Administratif  Keimigrasian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b
sampai dengan huruf f dilakukan dengan prosedur
scbagat berikut:
a. Pcjabat Imigrasi melaksanakan pemeriksaan atas

dugaan hasil
keimigrasian dan dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan;

b. atasan Pejabat Imigrasi scbagaimana dimaksud
dalam huruf a membuat berita acara pendapat dari

89

_26-

c. berdasarkan alasan politis, ckonomis, sosial dan
budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dari
tindakan penyidikan Keimigrasian.

Pasal 60

(1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan
Administratifl Keimigrasian terhadap Orang Asing yang
berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan
berbahaya dan patut diduga membshayakan keamanan
dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak
menaati per g

(2

=
g
:
g

r.hmaksud pada ayat (1) dapat berupa:
pencantuman  dalam  daftar  Pencegahan  atau
Penangkalan;

b. pembatasan, perubshan, atau Pembatalan  lzin
Tinggal;

c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat
tertentu di Wilayah Indonesia;

d.  keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat
tertentu di Wilayah Indonesia;

¢ pengenaan biaya beban; danatau

£ Deportasi dari Wilayah Indonesia.

(3] Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi
juga dapat dilakukan terhadap Orang Asing yang berada
di Wilayah Indoncsia karena berusaha menghindarkan
diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara
asalnya.

(4] Kegiatan berbashaya dan patut diduga membahayakan
keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa:

propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan
nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b.  berperilaku atau bertindak tidak selaras dengan
norma kesopanan umum;

¢ mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat
mendorong  sentimen  kesukuan,  keagamaan,
keturunan dan golongan;

d. mendukung, menyebarkan, atau terlibat dalam isu-
isu scparatisme;

e, membuat hinaan yang menimbulkan tanggapan
keliru terhadap adat istiadat atau masyarakat
Indonesia secara umum;

f memberikan gambaran keliru tentang pembangunan
sosial dan budaya Indonesia;

g tidak mempunyai biaya hidup, melakukan
pengemisan baik sendiri atau bersama-sama;

h. merusak atau mengganggu tertib sosial dan
masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaan;
danfatau

i, menycharkan ujaran kebencian kepada suku, ras,
‘agama, dan antargolongan.

(5] Kegiatan tidak menghormati atau tidak menaati

perundang dimalesud
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hasil pemeriksaan dan/atau alat bukti lain paling
ma 2 fdus] hari kerja sctelah pelaksanaan
pemeriksaan;

c. pejabat yang berwenang sctelah mempelajari berita
acara pendapat memberikan persetujuan pengenaan
Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang
Asing paling lama 3 [tiga) hari kerja setclah
menerima berita acara pendapat.

(2] Dalam  hal  pengenaan Tindakan  Administratif
Keimigrasian  disetujui, pejabat yang berwenang
menctapkan  keputusan  Tindakan  Administratif
Keimigrasian dan menyampaikan kepada Orang Asing
dalam waktu paling lama 7 llu'|uhi hari kerja terhitung
tanggal surat  keputusan dakan  Administratif
Keimigrasian ditetapkan.

Dalam  hal pengenaan ndakan  Administratif
Keimigrasian tidak disetujui, pejabat yang berwenan;
dapat:

a. memerintahkan  Pejabat  Imigrasi  melakukan

pendalaman; atau

b. menghentikan  proses  pengenaan  Tindakan

Administratif Keimigrasian.

(4] Pelaksanaan  pengenasn  Tindakan  Administratif
Keimigrasian dllapcxkan olch pejabat yang berwenang
kepada Dircktur Jenderal

Format berita ncarn pemerikenan dan berita acara
pendapat scbagaimana dimaksud pada ayat (1} dan
keputusan  Tindakan  Administratif  Keimigrasian
schagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(3

(3]

as
Dalam hal seseorang dikenakan lebih dari 1 (satu) Tindakan
Administratif Keimigrasian, setiap 1 (satu] Tindakan
A d; k dalam 1 (satu)

keputusan.
Pasal 65
(1) Pejabat  yang
Tindakan Administratif m.mmmn dan menerakan cap
Tindakan Administratif Keimigrasian

pembatasan/perubahan Izin Tinggal atau Deportasi pada
Dokumen Perjalanan Orang Asing dalam hal Tindakan

yang berupa:
a. pembatasan atau perubahan lzin Tinggal; atau
b D:purlas)
Pejabat
Tindakan Admmmxam‘ K:lmlgrasxan dalam hal Tindakan
vang erupa
a. pembatalan lzin Tinggal;
b. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat
tertentu di Wilayah Indonesia;
c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat
tertentu di Wilayah Indonesia; atau
d. pengenaan biaya beban

(2




(3}

(2]

(2

n

[

(2]

(3

(4]

n

12)

(3)

()

15

(6)

(8]

(9)

(10
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Format:
a Tindakan

Izin Tinggal
dimaksud pada ayat (1), Tindakan Administratif
Keimigrasian pembatalan lzin Tinggal, Tindakan
Administratif Keimigrasian larangan untuk berada di
satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah
Indonesia, Tindakan Administratif Keimigrasian
keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat
tertentu  di  Wilayah  Indonesia,  Tindakan
Administratif Keimigrasian pengenaan biaya beban
scbagaimana dimaksud pada ayat (2); dan

b, cap  Tindakan  Administratf  Keimigrasian
pembatasan)/ perubahan Izin Tinggal atau Deportasi
sehagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pendampingan dalam pemeriksaan
Tindakan Administratif Keimigrasian

Pasal 66

Dalam hal Orang Asing tidak memahami bahasa
Indonesia, dapat didampingi oleh u:n:q:mﬂh unluk
membantu penerjemahan i
dokumen terkait Tindakan Administratif Kmm)graa)au
Dalam hal penerjemah membantu penerjemahan proses
pemeriksaan dan isi  dokumen terkait Tindakan

igrasi pada
ayat (1), penerjemah harus membubuhkan tanda tangan
pada dokumen.

Pasal 67
Dalam  pemeriksaan  Tindakan  Administratif
Keimigrasian, Orang Asing dapat didempingi oleh kuasa
hukum.

Kuasa hulum harus menyampaikan surat kuasa kepada
Pejabat Imigrasi yang menangani Tindakan Administratif
Keimigrasian

Bagian Keempat

dan dalam Rangha
Tindakan Admi imni i

Pasal 68

Dalam hal terdapat permasalshan yang memerlukan
penanganan oleh pimpinan yang lebih tinggi, kepala
Kantor lmigrasi depat mengajukan  pelimpahan
Tindakan if Keimi Lepad:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Dalam hal terdapat permasalshan yang memerlukan
penanganan olch pimpinan vang lebih tinggi, Kepala
Kantor Wilayah Dircktorat Jenderal Imigrasi dapat
k Tindakan

Administratif Keimigrasian kepada Direktur Jenderal
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Pasal 72
Terhadap Orang Asing yang dikenakan Tindakan
Administratif Keimigrasian berupa Deportasi, dilakukan
pengawasan keberangkatan.
Pengawasan keberangkatan dilaksanakan oleh Pejabat
Imigrasi atau yang ditunjuk yang mengenakan Tindakan
Administratif Keimigrasian.
Jumlah petugas pengawasan keberangkatan dapat
menyesuaikan dengan tingkat kerawanan dari Orang
Asing yang dikenakan Deportasi.
Petugas dapat mengenakan borgol atau belenggu tangan
kepada Orang Asing yang dikenakan Deportasi jika
dipandang Orang Asing akan melarikan diri dalam
pelaksanaannya.

Bagian Ketujuh
Pengajuan Keberatan

Pasal 73
Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif
imi dapat j

atas Tindakan Administratif Keimigrasian secara tertulis
dalam hahasa Indonesia kepada Dircktur Jenderal

P keberatan d pada ayat
(1) dapat disjukan dalam waktu paling lama 21 (dua
puluh satu) hari kerja setelah diterimanya keputusan
Tindakan Administratif Keimigrasian

d pada ayat
(1) paling sedikit memuat

.  identitas d
b, alasan keberatan; dan
c.  bukti penyangkal.
Bukti penyﬂngkal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ dapat berupa dokumen, keterangan ahli,
keterangan saksi, atau pengakuan para pihak.

Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Orang Asing yang bersangkutan atau
kuasanya.

Dalam hal keberatan digjukan olch kuasanya, surat
pada ayat (1)

disertai dengan surat kuasa.
Dircktur Jenderal menerbitkan tanda terima pengajuan
keberatan atas Tindakan Administratif Keimigrasian oleh
Orang Asing vang bersangkutan atau kuasanya.

Dircktur Jenderal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri
discrtai dengan saran dan pertimbangan, paling lama 5
(lima) hari kerja sejak surat keberatan diterima.

Menteri meneliti  dan  mempertimbangkan  alasan
permohonan.

Menteri memberikan keputusan paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung scjak tanggal diterimanya saran dan
pertimbangan dari Direktur Jenderal.
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Pasal 69

Dalam hal Direktur Jendesal menemukan adanya penanganan

Tindakan i pada

tingkat wilayah yang dipandang memerlukan penanganan di
pusat, Direktur Jenderal dapat mengambilalih kasus untuk
ditindaldanjuti pada tingkat pu.

Bagian Kelima
PFendetensian

Pasal 70
Penyelenggaraan pendetensian terhadap Orang Asing
ditetapkan oleh Direlttur Jenderal.
(2] Orang Asing dapat dipertimbangkan untuk tidak
dilakukan pendetensian dalam hal:
a.  tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran yang
sama; dan/atau
b. sakit yang memerlukan perawatan dibuktikan
dengan keterangan doker,
yang dibuktikan dengan keberadaan P:n_[amm yang
menjamin Orang Asing untuk tidak melarikan diri.
(3] Selain harus i keadaan
pada ayat (2], untuk dapat dipertimbangkan untuk tidak
dilakukan pendetensian Orang Asing juga harus memiliki
Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku dan izin
tingzal yang sah dan berlaku

(1

(4] Penentusn Orang  Asing  untuk  tidak  dilakukan
p:ndmnam ditetapkan oleh
direktur dan
dalam penanganan pada Dircktorat Jenderal
Imigrasiz
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
dalam penanganan pada pada Kantor Wilayah
Dircktorat Jenderal Imigrasi; dan
c.  kepala Kantor Imigrasi dalam penanganan pada
Kantor Imigrasi.
(5] Dalam hal ditetapkan Orang Asing tidak dilakukan

pendetensian, Pejabat Imigrasi Menyimpan Sementara
Dokumen Perjalanan Orang Asing.

Bagian Keenam
Deportasi

Pasal 71
Tindakan Administratif Keimigrasian berupa  Deportasi
dikenakan bersamaan dengan pencantuman dalam daftar
Ptnangkalan kecuali
mililki manfaat bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
b yang dapat dengan
cepat dan mudah; dan/atau
c. alasan kemanusiaan seperti memiliki orang tua, suami,
istri dan/atau anak WNL
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(11} Format permohonan pcnga]uan keberatan atas Tindakan
dimaksud pada
ayat (1) dan tanda terima pengajuan keberatan atas
Tindal
dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 74
Tindakan istrati imi yang dikenak
terhadap Orang Asing tetap berlaku, sampai diterbitkan

Pasal 75

Dalam hal pengajuan  keberatan  diterima, Menteri

menerbitkan keputusan dan pelaksanaanya sebagai berikut:

a. dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian yang

berupa dalam  daftar
Pencegahan  atau  Penangkalan, Direkstur  Jenderal
mencabut nama Orang Asing dari daftar Pencegahan
atau Penangkalan;

b. dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian yang
dikenakan berupa pembatasan, perubahan lzin Tinggal,
Direktur Jenderal Tindakan A
Keimigrasian dalam bentuk pembatasan, perubshan lzin
Tinggal, jika cap pembatasan /perubshan telah diterakan
pada Paspor Orang Asing, teraan terscbut dibatalkan;

c. dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian yang
dikenakan berupa pembatalan Izin Tinggal, Dircktur
Jenderal membatalkan Tindakan Administratif
Keimigrasian dalam bentuk pembatalan lzin Tinggal, dan
Izin Tinggal Orang Asing kembali berlaku;

d. dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian berupa
larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat
tertentu  di  Wilayah Indonesia, Dircktur Jenderal

batalkan Tindakan A Ki dalam

bentuk larangan untuk berada di satu atau beberapa
tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

e. dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian berupa
keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat
tertentu  di Wilayah Indonesin, Direktur Jenderal

batalkan Tindakan K dalam
bentule keharusan untuk bertempat tinggal di suatu
tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

f. dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian berupa
pengenaan biaya beban, Direltur Jenderal membatalkan
Tindakan Administratif Keimigrasian dalam bentuk
pengenaan biaya beban; dan /atau

g dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasisn berupa
Deportasi, dalam kesempatan selanjutnya kedatangan
Orang Asing dimaksud ke Indonesia, tersan cap
Deportasi pada Paspor Orang Asing dibatalkan oleh
Pejabat Imigrasi yang mengenakan Deportasi.

90
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KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76
Tim Pora yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini
berlaku tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan

Tim Pora yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini

B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlalu:

a.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nemor
2060); dan

b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan
Keimigrasian [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 641),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78
Peraturan Menteri  ini mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.
_as-
LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN ~ DAN
ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN

TINDAKAN

Format Surat Perintah Pengawasan Keimigrasian (kertas A4 dan huruf

arial ukuran 11)

91
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Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ind dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

KEMENTERIAN IMIGRAS| DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
(UNIT KERJA)

Jalan......
Telepan....
Laman:

Menimbang

Dasar

SURAT PERINTAH
NOMOR

NAMA JABATAN,

bahwa dalam rangka tugas dan fungsi Peng
di ..., peru menerbitkan surat perintah pegawai

1. Undang-Undang Nomor 17 fahun 2003 tertang Keuangan Megara
(Lembaran Negara Republi Indonesia Nomer 47, Tambahan Lembaran
Hegara Republik Indonesia Nomor 4285)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keimigrasian (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Hegara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856),
Undang-Undang Nomos 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
Perasan  Pemerintah  Nomor 31 Tabun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2011 temang Keimigrasian
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor &A, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2023 tentang Perubahan Keempal atas Peraturan Pemesintah
Homor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Unda
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor GEB6).
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakstan Nomor ... Tahun
tentang i dan Tindakan if K
Keimigrasian (Berta Wegara Republk Indonesia Tahun...Namor...J;
(Peraturan Menteri ini)
Dafiar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ... Tahun Anggaran ... Nomor
SPDIPA - .. tanggal ..

~

B

MEMERINTAHKAN,

IOk E pada tanggal 7 Februari 2025
i MENTERI IMIGRAS! DAN PEMASYARAKATAN
= REPUBLIK INDONESIA,

Balai

onik
AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

7 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

@—

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 155

_36-
Kepada 1. Nama
NIP
Pengkat/Gol Ruang
Jabatan :
2. dan seterusnya.
fapabila perintah merupakan tugas kolekiil, maka daflar pegawai yang
mendapat perintahiugas dimasukkan ke dalam lampiran yang terdii kolom
nomor urut, nama, NIP, jabatan, dan pangkatigolongan ruang)
Untuk 1. Melaksanakan tugas dalam rangka pengawasan keimigrasian termasuk

pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing di ..

2. Melakukan pemeriksaan lerhadap tempat, area, lokasi yang diduga
lerdapat keberadaan Grang Asing:

3. Memima Orang Asing uniuk menunjukkan Paspor alau Dokumen
Perjalanan dan Visa alau lzin Tinggal uniuk pemerksaan keabsahan,
kesesuaian jenis visa dengan kegiatannya;

4. Menyimpan Sementara Paspor atau Dokumen Perjalanan Orang Asing
dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut;

5. Membawa serta Orang Asing untuk dimintai keterangan dalam rangka
penindakan keimigrasian;

6. Melakukan kegiatan data dan i

7. Wakiu penugasan mulai tanggal ... 5.d.... bulan... tahun...;

B. Melaporkan kepada atasan langsung. sebelum dan setelah melaksanakan
perintah ini; dan

9. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh langgung

jawab.

Tempat, tanggal . bulan.__tahun__
NAMA JABATAN,

(Tanda tangan)

NAMA LENGKAP




_ar-

B. Format Surat Tanda Penerimaan Dokumen Perjalanan (kertas A4 dan
huruf arial ukuran 11)

KEMENTERIAN IMIGRAS| DAN PEMASY ARAKATAN

ERUBLIK INDONESIA
[LIN\T KERJA)

. Faksim

ZTelah diterima dari
Hanve received from

Mama Lengkap
Full Name

Dokurmen

TRAVEL DOCUMENT RECEIPT

Nationality&Document No.

Masa Berlaky Dokumen Perjalanan

Travel Document Validity

Alamat di Indonesia
Address In Indonesia

Catatan
Piote

The bearer must report to the Divectorate General of Immigration

Selambat-lambatnya tanggal: tanggal. . bulan._tahun._

Dok erjalanan disimpan se 2 pada kantor ora Jenderal In
Travel Document will be kept in the Directorate General of immigration Office.

anda terima i berlaky sementara se ps nti Dokumen Peg
This receipt valid temporarily 25 a subsbiute (o the Travel Document

Dalam proses pemeriksaan keimigrasian
‘During Immigration Inspection Process

€. Format

92

_as-

Surat Perintah Pengawasan Keimigrasian Dalam  Keadaan

Mendesak [kertas A4 dan huruf arial ukuran 11)

KEMENTERIAN IMIGRAS| DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDDNESIA
(UNIT KERIA)

Menimbang

Dasar

Kepada

NAMA JABATAN,

bahwa dalam rangka
dan kegiatan Orang Asng di -....

g atas
perlu menerbitkan surat perintah pegaw:

1. Undang-Undang Nomor 17 lahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik \ndmesla Nomor 4286);

Undang-Undany r & Tahun 2017 lentang Keimigrasian (Lembaran
MNegara Republik \ndes\a Tahun 2011 Momar 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5218) sebagaimana telah beberapa kali
dishah terakhic dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian {Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2024 Nomar
227, Tambahan Lembaran Negara Nomar G356);

Undang-Undang Momor 30 Tahun 2074 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Megara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomer 292, Tambahan
Lembaran Negara Republic Nomor 5601);

Peraluran  Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
beberapa kaii diubah terakhir dengan Peratwran Pemerintah Nomor 40
Tahun 2023 tentang Perubshan Keempat ates Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2073 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 6886);

Peraturan Mentari Imigrasi dan Pemasyamkam Nomor . Tahun ..
tenta dan Ti igrasi
Keimigrasian (Berta Nagsra Republit o o Nogor %
(Peraturan Menteri in)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ... Tahun Anggaran ... Nomar
SPDIPA - ... tanggal .

»

MEMERINTAHKAN:
1. Hama

NIP
PengkatiGol Ruang
Jabatan

2. dan seterusnya.
(apabila perintah merupakan twgas kokekd, maka daflar pegawai yang

mendapat perintahtugas dimasukkan ke dalam lampian yang terdi kolom
nomor urul, nama, NIP, jahatan, dan

By the date:

Tempat.... tanggal...bulan. . tahun...

Tanda tangan Pejabal Imigeasi

Signature of bearer Signature of imsmigration Officer

Mama Lengkap Nama Lengkap
Full Narme: Ful Name
_39-

Uniuk 1 Tugas dalam rangka ian yang telah

Tembusan,
1

2
3. dan seterusnya.

diaksanakan pada tanggal...sulan..tahun.. terhadap Grang Asing an-

. yang berada di.... Karena Pengawasan Keimigrasian tersebut dilakukan
daiam keadaan mendesak. maka surat perintan dierbitkan kemudian; dan
Melakukan tindak lanjut sebagaimana keteniuan peraturan perundang-
undangan.

Mama tempat, tanggal.. bulan. _tahun
HAMA JABATAN,

(Tanda tangan)

HAMA LENGKAP

-4p-

. Format Surat Panggilan (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11)

Homor
Sifat
Lampiran
Hal

4

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Uindang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor & Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)

. Peraturan Pemerintah Nomar 31 Tahun 2013 tenlang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Megara Repubik
Indonesia Tahun 2013 Momor 68, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 5048) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

intah Nomor 40 Tahun 2093 tenfang Perubahan Keempat atas Peratisan

Pemerintah Homor 31 Tahun 2013 temang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republi Indonesia

Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6886);

KEMENTERIAN IMIGRAS| DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
(UNIT KERJA)

Tanggal.. bulan...tahun_.

Segera
 (jka ada).
Surat Panggilan

Yih. (namainama jabatan).
(nama instarrsi jika diperlukan).

di {alamat)...

1. Bahwa untuk rangka an dan
pengenaan Tindakan Administratf Kemg-asmn pery memanggl seseorang uniuk
didengar keterangannya;

2. Dasar
a. Undang-Undang Momor 6 Tahun 2011 tertang Keimigrasian (Lembaran Negara

Negara Republic

jan
. Peraturan Mentari Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor ... Tahun .. tentang

dan Tindakan (Barta

Negara Repubik Indonesia Tahun...Nomar...}. (Peraturan Menten ini
3. Bersama ini memanggil saudarali untuk hadir pada:

HarifTanggal hari.__anggal...bulan...tshun

Waktu

Tempat (alamat, tempat pemeriksaan)

Keterangan  (Misal: Mohon dapat menyiapkan dan menyajikan identitas Orang

Asing (Paspor dan lLzin Tinggal) yang beraktivitas sebagai... pada...)
telepan

Tembusan:
1

Nama tempat. tanggal... bulan. . tahun...
Nama Jabatan,

(Tanda tangan]

Nama Lengkap

2 -
3. dan seterusnya.
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E. Format Berita Acara Pemeriksaan (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11)

KEMENTERIAN IMIGRAS| DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
(UNIT KERIA)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR...
AN

Pada hari ini. ... tanggal ... bulan ... tshun .., saya (nama lengkap pemeriksa)...
pangkat.... NIP..., (abatan) ... pada (undt kerja)..., telah melakukan pemerisaan terhadap
seseorang, mengaky bernama (nama] . lahir di {tempat)... tsnggal ... agams ... pekerjaan .
kewarganegaraan .. slamal . jidangar keterangannya sehubungan déngan dugaan

palsnggaran . sshagamans ik daam et . (dfelaskan dugaan pelanggaren
terhadap pasal)...

Atas pertanyaan pemeriksa, memberi
ut:

1. Pertanyaan 1 : Apakah hari ini anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? siapkah
untuk diperiksa diambil keterangannya?
Jawasban1 .
Pertanyaan 2 : Apakah anda bersedia menjelaskan rwayat hidup anda?
a. Rimayat pendidikan
b. Rimayat pekerjaan
Jawaban 2
Jawaban 2a
Jawaban2b
Pertanyaan 3 : Apakah ada keterangan lain yang ingin anda tambahkan?
Jawaban 3
Pertanyaan 4 : Apakah anda dalam wawancaraini merasa dilekan oleh pihak pemeriksa atau

~

w

=

Jawaban 4
Pertanyaan 5 : Apakah semua keterangan yang anda berikan dalam wawancara ini sudah
benar?

o

Jawaban 4

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kenl:l:lll kepada yang

diperiksa, dan yang diperiksa semua
‘yang diperiksa berita acara iksaan ini
Dibuat di...
*fang Menerjemahkan, Yang diperiksa,
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
Mama Lengkap Nama Lengkap

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dengan kekuatan
sumpah jabatan kemudian ditulup dan ditandatangani di (tempat) . pada hari dan tanggal
tersehut diatas.

Pemeriksa,

(Tanda tangan)

Nama Lengkap

_a3-

Format Keputusan  Tindakan Administratif  Keimigrasian
pembatasan/perubahan lzin Tinggal (kertas A4 dan huruf arial ukuran
11

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 78

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor § Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN (NAMA JABATAN).
HOMOR

TENTANG

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASLAN
PEMBATASAN/PERUBAHAN 1ZIN TINGGALTERHADAP (NAMA LENGKAP)

NAMA JABATAN,

Udarglindg Nesnoe & Tahwn 2011 worsang Kainigpasio
sebagaimana telsh beberapa kal dubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 63 Tahun 2024 tertang perubahan Keliga atas Undang-
Undang Nomer & Tahun 2011 tertang Keimigrasian;

bahwa Orang Asing ybs {Nama Lengkap)... patut diduga tidak menaati
Pasal 122 huf a Undang-Undang Nomor & Tahun 2011 lentang
Keimigrasian sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketga
Undang-Undang Nomor & Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan (Mama Jabatan)... tentang
Tindakan Lzin
Tinggal Terhaap (Nama Lengkap).

T

Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negaza Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah
beberapa kali diubah lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun
2024 temtang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 temang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administiasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601)

. Peratwran Pemerinah Nomor 31 Tahun 2013 ftentang Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah beberapa hali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas
Peraran Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomar
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomos 6886);

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tabun

o

w

|
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F.  Format Berita Acara Pendapat (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11}

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
(UNIT KERJA)
Jalan.. .

BERITA ACARA PENDAPAT
NOMOR.
AN

Pada hari ., tanggal . bulan . tahun . saya (nama lengkap atasan pemeriksa).

oleh sdrfi. (nama pemeriksa)... terhadap seorang, mengaku bermama (nama).., lahit
(tempal)... langgal . agama ... pekerjaan . kewsrganegaraan .. alamat . _ la did

Pasal __ (dijelaskan dugaan pelanggaran terhadap pasal)
Mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan juga bukt-bukt lainnya berupa (ika ada)
1. Paspor Nomor ... atas nama .

2. lzin inggal kunjungan diberkan tanggal ... berlaku selama .

... sedang melakukan kegiatan ... di (lempat)..
berpendapat sebagaimana berkut:

Tindakan Administratif Keimigrasian dalam kesempatan pertama;

lersebut diatas.

Disposisi/Persetujuan
(Nama Jabatan Atasan Yang Berpendapat)

Wang Berpendapat.

(Tanda tangan)

Nama Lengkap

(Tanda tangan)
Mama Lengkap

leng
keterangannya sehubungan dengan dugaan pelanggaran .. sebagaimana dimaksud dalam

pangkat._, NIP .., fjabatan) . pada {unit kerjz). ., telah meneliti pemeriksaan yang dilakukan

di
jar

3. Folo hasi pengambilan pada tanggal ... yang lerluang dldalamnya Qrang Asing bemama

PENDAFAT
ElEnalr ybs. diduga peraturan terluang dalam

2 Adauunym merupakan investor, yang menanam modal di Indonesia dibuktikan dengan

3. Terhadap ybs 30 (liga:
puiuh) hari mErlmhang bafwa ybs. bermanfaat bagi peningkatan mwjan\man ekonormi

4. Terhadap ybs. agar diberi surat pesingatan;

5. Dalam hal peringatan tidak diaksanakan selama 30 (liga puluh) hari, maka dikenakan

Demikian Berta Acara Pendapat ini dibuat dengan sebenamya dengan kekuatan
sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di {lempat).... pada han dan tanggal

_44-

2071 Tentang Tala Cara Penydiken Keimigrasian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1411);

5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarskalan Nomor ... Tahun
fentang  Pengawasan Keimigrasian dan  Tindskan Adminstrati
Keimigrasian ~ Keimigrasian  (Berita  Megara  Republic  Indonesia
Tahun....Momor...}; (Peraturan Menteri ini}
MEMUTUSKAN:
Wenelapkan : KEPUTUSAN  (NAMA  JABATAN)..  TENTANG  TINDAKAN

ADMINISTRATIF  KEIMIGRASIAN  PEMBATASAN/PERUBAHAN  IZIN
TINGGAL KEMIGRASIAN TERHADAP (NAMA LENGKAP) ..

KESATU - tindakan ~admini i terhadap
(Nama Lengkap)._.. warga negara ... Dokumen Perjalanan nomor ..
tempat...tanggal lahir (tanggall_(bulan)...tahun) .., berup:
Pembatasan/Perubahan Izin Tinggal (enis izin tinggall..terhadap (Nama
Lengkap}... yang diberikan i {tempa]... pada tanggal .., heriaku selama
lama wakiu permberian izin inggall... 5.4. (anggall.. [uian)...tahun...
dibatasiidiubah menjac s.d. (tanggal)... (bulan]...tahun)

KEDUA : Keputusan ini mulai berizku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di (tempat)...
pada tanggal...

(NAMA JABATAN)

(Tanda tangan)

NAMA LENGKAP

Diterima tanggal .. bulan... tshun. .
Oleh (Nama Lengkap)...

(Tanda Tangan)




Format
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Tindakan Administratif i n batalan Izin

Tinggal. (kertas A4 dan huruf arial uluran 11)

KEMENTERIAN IMIGRAS DAN PEMASYARAKATAN

PEMBATALAN IZIN TINGGAL TERHADAP (NAMA LENGKAP)...

Menimbang : a.

Mengingat 1

"

. bahwa Orang Asng ybs (Nama  Lengkap).pamt  diduga
i s

. Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 temang Adminisirasi

. Peraturan Imiorasi dan Nomor ... Tahun ... tentang

REPUBLIK INDOMESIA
KEPUTUSAN (NAMA JABATAN).
IOMOR

TENTANG
TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN

HAWA JABATAN,

bahwa unuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 76
Undang Undang  Nomor 6 Tahun 2011 lentang  Keimigrasian
sebagamana lelah beberapa kali diubah terakhi dengan Undang
Undang Momor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 temang Keimigrasian.

ratism:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurf
a2 dan hurf b perlu menetapkan Keputusan (Nama Jabatan)... tentang
Tindakan Administratif Keimigrasian Pembatalan Izin Tinggal Terhadap
{Nama Lengkap)...;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian {Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhi dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun
2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Homor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856}

Pemerntahan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan  Undang Undang Momor & Tahun 2011 tentang
Keimigrasian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perawran
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 temtang Perubahan Keempat atas
Perauran Pemerinah Nomor 31 Tahun 2013 temang Perawran
Pelaksanaan _ Undang-Undang Momor € Tahun 2011 tentang
Keimigrasian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomar
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 6886);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Momor 39 Tahun
2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Keimigrasian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1411);

L47 -

Tindakan i K Larangan untuk

1. Format

berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
{kertas A4 dan huruf arial ulkuran 11)
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Pengawasan Kemigiasian dan Tindakan Admnistrall Kewmigrasian
Keimigrasian (Berita Negara Repub Indanesia Tahun.. Nomor.
(Peraiuran Menteri ini);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN (NAMA JABATAN]. . TENTANG TINDAKAN
ADMINISTRATIF  PEMBATALAN IZIN TINGGAL TERHADAP (NAMA
LENGKAP!

KESATU  : Menetapkan pengenaan tindakan administatii keimigrasian terhadap

{Nama Lengkap).... warga negara ..., Dokumen Perjalanan momor ...
tempar_../anggal lahir (tanggall...(bulan)...{ahun).... berupa:

Pembatalan lzin Tnggal (jenis izin tinggal)... terthadap (Nama Lengkap)...
yang diberikan di {tempat)..pada tanggal ., herlaku selama (lama wakiu
pemberian izin inggal)... s.d. (tanggal)... bulan)...(lahun]. .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di {tempat)...
pada tanggal.
(NAMA JABATAN)

(Tanda tangan)

NAMA LENGKAP

Diterima tanggal ... bulan...tahun...
Oleh (Nama Lengkap) ..

(Tanda Tangan)

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN IMIGRAS| DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN (NAMA JABATAN)
NOMOR

TENTANG

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN
LARANGAN UNTUK BERADA DI SATU ATAU
BEBERAPA TEMPAT TERTENTL DI WILAYAH INDONESIA
AN, (NAMA LENGKAP)...

MAMA JABATAM,

. bahwa untuk melaksanakan ketemuan dalam Pasal 75 dan Pasal 76
Undang-Undang Nomor & Tahun 2011 temang Keimigrasian
sebagaimana telah beberapa kak dubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomar 63 Tahun 2024 teniang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

b. bahwa Orang Asing an. (Nama Lengkap).. patut diduga tidak
menaati Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor & Tahun 2011
temang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhic dengan Undang-Undang Nomer 63 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga alas Undang-Undang Nomor & Tahun 2011
tenang Keimigrasian;

c. bahwa berdasarkan pestimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan (Nama Jabatan)...
tentang Tindakan Administraltif Keimigrasian Larangan Untuk Berada
di Sat atau Beberapa Tempat Tertentw di Wilayah Indonesia a.n.
(Nama Lengkap)..

1. Undang Undang Nomor & Tabun 2011 temang Keimigrasian
(Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 63 Tahun 2024 teniang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Momor & Tabun 2011 tentang Keimigrasian
(Lemnbaran Megara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227,
Tamiiahan Lambaran Negara Nomar 6856):

2 Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 tenlang Administrasi
Pemenntahan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);

3. Peraluran Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undas Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Momor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5048) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhic dengan
Peraluran Pemerintah Momor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan

T

Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun
2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 6636):

. Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2021
Tentang Tala Cara Penyidikan Keimigrasian (Berila Negara Republic
Indonesia Tahun 2021 Nomar 1411);

. Peraturan Menleri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomar . Tahun
tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administati
Keimigrasian  Keimigrasian (Berta Negara Repubik  Indonesia

ibun.._Namor___); (Peraluran Menteri ini)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN  (MAMA  JABATAN).. TENTANG  TINDAKAN
ADMINISTRATIF LARANGAN UNTUK BERADA DI SATU ATAL
BEBERAPA TEMPAT TERTENTU DI WILAYAH INDONESIA
TERHADAP AN. (NAMA LENGKAP).

KESATU  : Menetapkan pengenaan [mdakan administratif keimigrasian terhadap
(Nama Lengkap), warga umen Perjalanan nomor
tempat... hanggal lakir Elanggal} " G tahum)... berupa:

Larangan bagi ybs a.n. (Nama Lengkap)...untuk berada di (tfampal 1)..
yang beralamat di ..., {tempat 2)... yang beralamat di.... dan fiempat
3). yang beralamat di..

KETIGA  : Keputusanini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan m (lsmpa[)
pada tanggal

(MAMA JABATAN)

(Tanda tangan)

MAMA LENGKAP

Diterima tanggal .. bulan...tahun....
Oleh (Nama Lengkap)...

(Tanda Tangan)




Format

keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah

S49.

Tindakan A K tentang

Indonesia. (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11)

-50-

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDOMESIA

KEPUTUSAN (NAMA JABATAN)...
NOMOR

TENTANG

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN

KEHARUSAN BERTEMPAT TINGGAL DI SUATU TEMPAT TERTENTU

DI WILAYAH INDOMESIA
AN, (NAMA LENGKAP)...

HAMA JABATAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal
76 Undang-Undang Nomor B Tahun 2011 tentang Keimgrasian
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga alas
Undang-Undang Normor § Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

b. batwa Orang Asing an. (Nama Lengkap).. patl diduga tidak
menaali Pasal 122 hunf a Undang-Undang Normor 6 Tabun 2011
tentang Keimigrasian  sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tenta
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor & Tahun 2011
tenang Keimigrasian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dakam
hurf a dan hurf b perlu menetapkan Keputusan (Nama Jabalan)..
tentang Tindakan Adminestratif Keimigrasian Keharusan Bertempat
Tinggal di Suatu Tempal Tertentu di Wilayah Indonesia a.n. [Mama
Lenghap}.

"

1. Undang-Undang Nomor & Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2011 Namor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republit Indonesia Nomor 5216)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhs dengan Undang-
Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Keliga alas
Undang-Undang Momor 6 Tahun 2011 tenlang Keimmgrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Megara Nomar 6356),
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomar S601);
. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Momor & Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Diterima tanggal ... bulan...tahun...
Oleh (Nama Lengkap) ...

(Tanda Tangan)

Homor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubi Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tabun 2023 tentang Perubahan
Keempat alas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Lentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomos 6 Tahun 2011
tentang Ki rasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia
Nomor G886).

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun
2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Keimigrasian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1411);

5. Peraturan Menteri Imigrassi dan Pemasyarakatan Nomor ... Tahun

tentan dan Tindakan i
Keimigrasian Keimigrasian (Berita Negara Republk Indonesia
Tahun...Nomer... ;. (Peraturan Menteri ini)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  [NAMA  JABATAN) TENTANG  TINDAKAN
ADMINISTRATIF _ KEIMIGRASIAN _ KEHARUSAN  BERTEMPAT
TINGGAL DI SUATU TEMPAT TERTENTU DI WILAYAH INDONESIA
AN, (NAMA LENGKAP). .

Mristaian penganasn indakar, wioisrdl ksiicrasin barhadsp
(Nama Lengkap), warga negara n Perjalanan nomor ...
tempal.. Nanggal lahic uanggau iz, fiahun). . berpa:

Keharusan bertempat tinggal di {lempat).

Keputusan ini mulai berlaku paa tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di tempat).__
pata ta

(MAMA JABATAN)

(Tanda tangan)

MAMA LENGKAP

Format

_51-

Administratif

Cap ini
pembatasan/perubahan Izm T\nggal {huruf bookman old style ukuran
dan tanggal ukuran 10}

O [N Regiatras TAK).
AN R TERTORY
LMITED
02 2R 2024

[R—

Keimigrasian

Format Keputusan Tindakan

_52-

biaya beban. (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11}

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN IMIGRAS| DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN (NAWA JABATAN)
NOMOR

TENTANG

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN
ENGENAAN BIAYA BEBAN
AN (NAMA LENGKAR).

HAWA JABATAN,

a. batwa unluk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal
76 Undang-Undang Nomor & Tahun 2011 lentang Keimigrasian
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhi dengan Undang-
Undang Homor 63 Tabun 2024 tentang Perubahan Keliga alas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

. bahwa Orang Asing an. (Nama Lengksp)... patut diduga tidsk
menaati Pasal 122 hurul a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhs dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga alas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huref a dan hunf b pers menetapkan Kepuwsan (Nama
Jabatan)...tentang Tindakan Adminstrati Keimigrasian Pengenaan

4

1. Undang-Undang Momor & Tahun 2011 lentang Kzlm\glauan
([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Momar 52,
Tambaten Lembaran Negara Republii Indonesia Nomor 5216}
sehagaimana telah beberapa kal diubah terakhi dengan Undang-
Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Nomar 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 teniang Adminisirasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pesaturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 temang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraluran Pemesiniah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan
Keempat alas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2011
tentang Keimi {Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun

M

@

95
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor B886);

Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Penyidian Keimigrasian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1411);

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomer _.. Tahun
. tentang Peng i ian dan Tindakan i
Keimigrasan  Keimigrasian (Berita Megara Republik Indonesia
Tahun...Nomor...); (Peraturan Menteri ini)

o

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN (NAMA  JABATAN) . TENTANG TINDAKAN
ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN PENGENAAN BIAYA BEBAN AN
(NAMA LENGKAR)..
Wenatapkan pengenaan tindakan adminisirati keimigrasian terhadap
(Nama Lengkap), warga negara ..., Dokumen Perjalanan nomor ...
tempat...tanggal lahir (tanggal)...(bulan]...(tahun)..., berupa:
Pengenaan Biaya Beban sebesar Rp. ...
Pembayaran biaya beban sebagaimana dimaksud dalam dikium
KESATU dilksanakan sesuai dengan kelentuan  peraturan
perundang-undangan mengenai jenis dan taril atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Imigrasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di {tempat)...
pada tanggal ..

(NAMA JABATAN)

(Tanda tangan)

MAMA LENGKAP

Ditcrima tanggal . bulan...tshun...
Qleh (Nama Lengkap)...

(Tanda Tangan)

-55-

Menetapkan

KESATU

KEDUA

(Tanda Tangan)

Peraturan_Pelaksanaan Undang Undang Nomor & Tahun 2011
tentang Keimigrasian {Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun
2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia
Momar 6886);

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomar 39 Tahun
2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Keimigrasion (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1411);

. Peratwran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor ... Tahun ..
lentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Admnistratil
Keimigrasian  Keimigrasian (Berita Megara Republic Indonesia
Tahun...Nomor___); (Peraturan Menteri ini)

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAM  (NAMA  JABATAN)  TENTANG  TINDAKAN
ADMINISTRATIF  KEIMIGRASIAN DEPORTAS| DARI WILAYAH
INDONESIA AN, (NAMA LENGKAP). .

Menetapkan pengenaan tindakan administratit keimigrasian terhadap
(Nama Lengkap]. warga negara .., D n Peralanan nomor ...
tempat.._tanggal lahir (tanggal)...(bulan)... (tahun)..., berupa:
Deportasi dari wilayah Indonesia, terhadap yang bersangkutan
diperintahkan meninggalkan wiayah Indonesia paling lambat 7 {ujuh)
hari sejak ditetapkan kepulusan ini

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dtetapkan

Ditetapksn di (tempat)...
pada tanggal.

(NAMA JABATAN)

(Tanda tangan)

NAMA LENGKAP

Diterima tanggal ... bulan...tahun...
Oleh (Nama Lengkap)

-54-

M. Format Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Deportasi.
{kertas A4 dan huruf arial ukuran 11)

™

w

Menimbang : a.

4

Mengingat 1.

KEMENTERIAN IMIGRAS| DAN PEMASYARAKATAN

REPUELIK INDONESIA

KEPUTUSAN (NAKA JABATAN)
NOMOR

TENTANG

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN
DEPORTAS| DARI WILAYAH INDONESIA
AN, (NAMA LENGKAP). .

MAMA JABATAN,

bahwia untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 76
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhic dengan Undang-
ndang Nomer B3 Tahun 2024 lenlang Perubahan Keliga atas
Undang-Undang Nomar & Tahun 2011 tenlang Keimigrasian;
bahwa Orang Asing a.n. (Nama Lengkap)... patul diduga tdak
menaali Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor & Tahun 2011
tentang Keimigrasian  sebagaimana lelah beberapa kali dishah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Momor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huf a dan hurdl b peru menetapkan Keputusan  (Mama
Jabatan)..tentang Tindakan Administratit Keimigrasian Tindakan
Deportasi dari Wiayah Indonesia a.n. (Nama Langkap). .

Undang-Undang Momor 6 Tahun 2011 tenang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Namor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhis dengan Undang-
Undang Nomor 63 Tahun 2024 lentang Perubahan Ketiga alas
Undang-Undang Momor & Tahun 2071 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Nomor B356):

Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014
Nomar 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomar 5601);

. Peraturan Pemarintah Momor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Repubii Indonesia Tahun 2013
Womor 68, Tambahan Lembaran Megara Republi Indonesia Nomar
5043) sebagaimana telah beberapa kali dubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang

-56-

N. Format Cap Deportasi. (huruf bookman oldstyle dan warna tinta merah)

NO:

(seven) days,

PORTATION

Ordered to leave RI territory within
7

Immigration Officer

96
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Format Surat Pengajusn Keberatan atas Tindakan Administratif
Keimigrasian

KOP SURAT

FORM PENGAIUAN KEBERATAN ATAS
TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN
Nomor: (Nomar Sural)

th. Direktur Jenderal Imigrasi
di Jakana

Saya yang dibawah ini.
Tindaken Adriristratf Keindgrasian kopada s2je:
Nama/Jenis Kel.

keberatan atas

Tindak: ep

1. Keberatan saya sampaikan dengan alasan sebagai berik
a Saya tidak bemlal untuk - melakukan pe\arlggamrl keimigrasian, dapat

dibukiikan deng

b. Saya skan melakikan investasl d Incanesia serilel . dslam bidang
perikanan.

. dst

2. Saya keberaan terhadap: Penangkalan, karena saya ingin kembali ke Indonesia
unluk melakukan investasi, dan saya akan berjani unluk tidak melanggar
ketentuan berlaku.

3. Bukii yang saya sampaikan sebagai berikut (terlampir) dengan rincian

.58-

P. Format Tanda Terima Pengajuan Keberatan atas Tindakan Administratif
Keimigrasian

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
(UNIT KERIA)
Jalan... -
Telspon:
Laman:

TANDA TERIMA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS
PENGENAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN

Pengapuan oleh Diterima
Nama Oleh
TTL [ Tanggal
WN
No. Telf
Email
(Tanda tangan)
Catatan:
1 Tindakan

Keimigrasian sebagaimana telah ditetapkan;
2. Apabila pengajuan kebesatan diabulkan, pemohon akan dieritahukan pada
kesempatan pertama

a. Hasil catak foto yang menggambarkan -
b. Dokumen ...
. dst

mengabulkan permohonan kami

tempat, tanggall....

Demikian disampaikan, besar harapan kami Menteri Hukum dan HAM dapat

(Tanda tangan)

{bulsn)...i

{tahun)...

-59-

Q. Format Surat Pemberitahuan Pengawasan Keimigrasian

KEMENTERIAN IMIGRAS! DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
(UNIT KERIA)

fih.

=

o

{namainama jabatan)...
(nama instansi jika diperiukan)...
di {alamat)

1. Dasa

. Perawran Menieri Imigrasi dan_Pemasyarakatan Nomor

2 Be.ma ini bahwa akan pada:

empat
o I Tanggal
Agenda

Pelaksana : sebagaimana Surat Perintah terlampir
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

. Tanggal...bulan...tshun....
: Penting
: (jika ada)...

-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Repubik
Indanesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor G856),
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Uindang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgrasian (Lembaran Negara Repubii
Indanesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5048) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhic dengan Peratusan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempal atas Peraturan
Pamerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6888); dan

Tahun ... tentang
Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administraif Keimigrasian Keimigrasian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Momr...J. (Peraturan Mentei ini)

hari...ftanggal...bulan.. tahun.
Pengaumsan dokumen perizinan Orang Asing, keberadaan dan
kegiatan Orang Asing di {tempat).

Nama tempat, tanggal... bulan.. tahun...
Nama Jabatan,

(Tanda tangan)

Nama Lengkap

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ted

AGUS ANDRIANTO
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Lampiran II : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
PEGAWAI KEMENTERIAN KEIMIGRASIAN DAN
PERMASYARAKATAN KALIMANTAN SELATAN

1. Bagaimana Permenkumham ini diterapkan dalam pengawasan orang asing
yang masuk dan keluar wilayah Kalimantan selatan?

2. Apakah ada evaluasi berkala terhadap pelaksanaan permenkumham ini untuk
memastikan efektivitasnya dalam tata cara pengawasan keimigrasian di
Kalimantan selatan?

3. Apakah ada kendala dan hambatan dalam penerapan permenkumham ini, dan
bagaimana solusinya?

4. Apakah ada kebijakan regulasi yang menghambat atau mendukung
implementasi permenkumham ini?

5. Apakah ketersediaan Sumber Daya Manusia (Petugas Imigrasi) mencukupi
untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian secara efektif di seluruh
wilayah Kalimantan selatan?

6. Bagaimana dengan ketersediaan anggaran, peralatan dan teknologi (misalnya
sistem pada informasi keimigrasian) yang dibutuhkan untuk mendukung
pengawasan keimigrasian?

7. Apakah ada forum atau mekanisme khusus untuk memfasilitasi koordinasi dan
pertukaran informasi antar instansi terkait?

8. Apakah ada program pelatihan atau pengembangan kapasitas yang diberikan
kepada petugas imigrasi secara berkala?

9. Apakah ada upaya sosialisasi atau edukasi yang dilakukan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat mengenai peran serta mereka dalam pengawasan

keimigrasian?



10.

11.

10.
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Apakah kondisi geografis Kalimantan selatan, seperti wilayah perbatasan yang
luas atau banyaknya jalur masuk tidak resmi menjadi tantangan dalam
pengawasan keimigrasian?

Apa harapan kedepan ibu/bapak terhadap tata cara pengawasan keimigrasian

yang ada di Kalimantan selatan?

PEDOMAN WAWANCARA
WARGA NEGARA ASING DI KALIMANTAN SELATAN

. Apakah kalian mengetahui peraturan mengenai tata cara pengawasan orang

asing yang berada di Indonesia ini yaitu Permenkumham No 4 Tahun 2017
(Permenimipas No. 2 Tahun 2025)?

Apakah kalian mengetahui kewajiban melaporkan diri di keimigrasian
Kalimantan selatan ini walaupun di bawah naungan instansi pendidikan?
Bagaimana pengalaman kalian dalam mengurus visa dan izin tinggal di
Kalimantan selatan ini? Apakah prosesnya mudah atau tidak?

Prosedur pada saat kalian mengurus visa dan izin tinggal disini apakah kalian

merasakan kesulitan?

. Apakah kalian melihat adanya upaya yang dilakukan oleh pihak keimigrasian

dalam mensosialisasikan peraturan ini kepada anda?

Apakah kalian pernah berinteraksi langsung dengan petugas imigrasi di
kalimantan selatan?

Apakah kalian mengetahui keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing
(TIMPORA) di Kalimantan selatan?

Apakah kalian merasakan perbedaan dalam tata cara pengawasan dan
pengawasan keimigrasian pada saat kalian di Kalimantan selatan atau berada
di negara lain?

Apakah kalian merasa ada kesulitan atau hambatan dalam memahami atau
mengikuti tata cara pengawasan keimigrasian di Kalimantan selatan ini?

Apa harapan kalian kedepan terhadap tata cara pengawasan keimigrasian di

Kalimantan selatan ini?
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PEDOMAN WAWANCARA
MASYARAKAT KALIMANTAN SELATAN

. Apakah anda mengetahui peraturan mengenai tata cara pengawasan orang
asing yang berada di Indonesia ini yaitu Permenkumham No 4 Tahun 2017
(Permenimipas No. 2 Tahun 2025)?

. Apakah kalian melihat adanya upaya yang dilakukan oleh pihak keimigrasian
dalam mensosialisasikan peraturan ini kepada anda?

. Apakah anda mengetahui teknologi keimigrasian seperti simpora, e-visa, dan
autogate yang digunakan keimigrasian?

. Menurut anda apakah pemeriksaan dengan teknologi seperti itu efektif dalam
tata cara pengawasan dan pengawasan keimigrasiannya?

. Apakah anda tahu dokumen apa saja yang wajib diperiksa oleh petugas
keimigrasian?

. Menurut anda, apakah pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan oleh petugas
imigrasi sudah berjalan dengan baik atau tidak?

. Apa harapan Anda kedepan terhadap tata cara pengawasan keimigrasian di

Kalimantan selatan ini?
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Lampiran I1I : Dokumentasi

Wawancara Bersama Kepala Sub Bidang Penindakan

Bpk. Yord Marshal Putra, S.H

Wawancara Bersama Analisis Keimigrasaian Ahli Muda

Ibu Reni Kusreni, S.S
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=

Wawancara Bersama WNA Thailand RC

Wawancara Bersama WNA Thailand 1J

i o S

I Wawanacara Bersama WNA Thailand
Inisial FN
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Wawancara Bersama Masyarakat Inisial F
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Lampiran IV : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing

B —————— e

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama

Kedua
Ketiga

Keempat

BwNo

UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASAR| BANJARMASIN
NOMOR 1368 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

: bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan

dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tala Kerja UIN
Antasari Banjarmasin;

Peraturan Menteri Agama RI Nemor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang
Pedoman Karya limiah;

7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

o o

MEMUTUSKAN

: Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi

a.n.:
Nama : ANGGUN CIPTA MAHARANI
NIM : 210102030141
Program Studi . Hukum Tata Negara {Siyasah Syar'iyyah)
Judul - Efektivitas Permnenkumham No 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan

Keimigrasian di Kalimantan Selatan

. Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari

Banjarmasin Tahun 2024.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan

diujikan.

. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinyai.

: Banjarmasin
: 20 Desember 2024

1w

Kd Map: 27
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Lampiran V : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal

N
UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 446 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang  : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi
mahasiswa.

Mengingat UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

1

2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Banjarmasin;

5. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;

6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang
Pedoman Karya llmiah:

7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023
MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama ¢ Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH. dan Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA. sebagai Penguji | dan
Penguji Il pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : ANGGUN CIPTA MAHARANI
NIM : 210102030141
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Judul : PENGAWASAN DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI
KALIMANTAN SELATAN
Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu : 08.30-09.30
Tempat : Ruang Munaqasyah |
Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinyai.

: Banjarmasin
: 27 Mei 2024

Kd Map: 27 - ~ Amelia Rahmaniah, MH.
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Lampiran VI : Surat Keterangan Berita Acara Proposal

SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN
MNOMOT, vttt e e e e i

Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah UIN Antasari yang diangkat dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari No. 446 Tanggal 27 Mei 2024 yang bersidang pada tanggal
Jumat, 31 Mei 2024 setelah menguiji Proposal yang berjudul:

"PENGAWASAN DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI KALIMANTAN SELATAN"

dengan berpedoman dan memperhatikan Keputusan Dekan Faultas Syariah UIN Antasari No. ......
Tahun ..... Tentang Pedoman Karya limiah, bahwa:

Nama : ANGGUN CIPTA MAHARANI

NIM . 210102030141

TTL . Pulang Pisau, 15 Juni 2003

Jurusan - Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

dinyatakan *)

1. Diterima
2. Diterima dengan perbaikan
}Z. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

ttm,mw fermemtumtam Ne &4 /2019 Yo
Yz (are MLwccau )(QJ\W’)W-Y‘L«L Al Falpes

[ 4. Ditolak dan disarankan:

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, Jumat, 31 Mei 2024

No Nama Sebagai Tanda Tangan

.|Ergina Faralita, SH, MH. Penguii | ‘%,,_
2 |Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA. Penguii Il ﬁ%(

-

*peri tanda centang pada salah salu pilihan yang tersedia Kd. Map: 27
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Lampiran VII : Surat Izin Riset

/\ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

) 2% UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
\'/ FAKULTAS SYARIAH
UIN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
RN Telepon (0511) 3265783
i Website: www.fs.uin-antasari.ac.id £-mai/: fasya@uin-antasari.ac.id
Nomor  :B- 4474 /Un.14/I11.2/TL.00/12/2024 24 Desember 2024

Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal  : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Kalimantan Selatan

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :
Nama : ANGGUN CIPTA MAHARANI
NIM : 210102030141
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester 2 VIl (Tujuh)
Alamat :Komp. Graha mahatama RT.24 Kec. Banjarmasin

Selatan Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari
tanggal 27 Desember 2024 s/d 27 Januari 2025 dengan judul:

Efektivitas Permenkumham No 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan
Keimigrasian di Kalimantan Selatan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / |bu berkenan memberikan
izinfrekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

/@ﬁﬁié}m\em Bidang Akademik

Y Mﬁ‘}gq}embagaan.
&S
o ) oy

//
hmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
:197301112003121001 b

A fcb_/,am [ ebib Baik, [ ebib Baik A {CI{V.I/J/'H
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Lampiran VIII : Surat Selesai Riset

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Yord Marshal Putra, S.H
Jabatan : Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian

Dengan ini menerangkan bahwa dibawah ini :

Nama : Anggun Cipta Maharani

NIM 210102030141

Jurusan : Hukum Tata negara

Fakultas : Syari’ah \

Universitas  : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di Kementerian Keimigrasian dan Permasyarakatan untuk
memperoleh data dalam rangka untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tugas akhir yang
berjudul “EFEKTIVITAS PERMENKUMHAM NO 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI KALIMANTAN SELATAN “.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk

digunakan seperlunya.

Banjarmasin, 9 April 2025




Lampiran IX : Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif

ANTASARI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAT
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp (0511) 3265783
Fmatl fasya dain-antasart ac id - Web. www fs uin-antasari ic id

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa "

SURAT KETERANGAN
Nomor - B-l4 43 /Un 14411 2/PP .00 9/05/2025

Nama Anggun Cipta Maharani
NIM 210102030141
Jurusan HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:
Hari/Tanggal Rabu, 26 Maret 2025
Waktu 0830- 10 30
Tempat Ruang Munagasyah |

dengan susunan tim penguji sebagai berikut

Ketua/Anggota . Dr. H. Nunl Khasyi'in, Lc. MA
Anggola Sulaiman Kurdi, S Ag, MSI
Anggota Ergina Faralita, SH, M H
Adapun nilai yang diperoleh adalah 83,5 dan dinyatakan Lulus

Tembusan

NIP. 19790118 200501 1 004

1 Rektor UIN Antasarn

2 Kabag Keuangan UIN Antasan
3 Mahasiswa ybs
4

Arsip

No 592
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Lampiran X :

Sertifikat kelulusan BTA

110

o

UIN

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 777 /Un.14/111.2/PP.00.9/03 /2025
Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ANGGUN CIPTA MAHARANI

NIM : 210102030141
Kelahiran Pulang Pisau, 15 Juni 2003
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Quran
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

___Banjarmasin, 13 Maret 2025
ERIAN o3 Dekan,

gAmelia Rahmaniah, M.H./V
19710519 199703 2 001




Lampiran XI : Sertifikat Kelulusan LKK

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA

UIN ANTASARI BANJARMASIN
UI,N Alamat . JI. A Yani Km. 4,5 Lt. Il Gedung Kuliah Fakultas Syanah UIN Antasan Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102030141/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

ANGGUN CIPTA MAHARANI

Tempat dan Tanggal Lahir :

PULANG PISAU, 15/06/2003

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM NILAI PREDIKAT
Microsoft Office Word 85 Amat Baik
Microsoft Office Excel 80 Amat Baik

Microsoft Office Powerpoint 85 Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 September - 23 Oktober 2023.

W

Y, 0 W W b\
ST W gy
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Lampiran XII : Sertifikat Kelulusan Ma’had Al-Jamiah

| ENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

UPT. MA’HAD AL-JAMI'AH
Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344
U IN e-mail: info@uin-antasari.acid website: www.uin. antasari.ac.id

SERTIFIKAT MA’HAD AL-JAMI’AH

No. B-134/Un.14/V1.4/ PP.00.9/12/2022

Kepala UPT. Ma’had al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin dengan
ini menerangkan bahwa:

Nama : Anggun Cipta Maharani

NIM : 210102030141

Fak : Syariah

Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)

adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap VII Tahun
Akademik 2021/2022 (14 November - 16 Desember 2022) di Asrama Ma’had
al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-
kegiatannya serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banlarmasm, 29 Desember 2022

No | Kategori Evaluasi
Kognitif

Afektif

Skill Ibadah
Rata-rata
Keterangan Nilai:

90-100 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Sempurna
80-89 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Baik
70-79 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Cukup
6069 Pen Iahuan Pemahaman dan Penerapan Ki rln

8

T R T R T TR T A R A A A v o

AT

TR

R S 7 SR

T

T T ST T

3

T TS
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Lampiran XIII : Sertifikat TOEFL

ToeFL 2024

Unit Pengembangan Bahasa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA = |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI |
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA k i
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin !
U lN Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344 g::a"s:"ge"“”"g“"

e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac id

ANTASARI
CERTIFICATE
Number : 1760/ Un.14/V.3/OT.01.1/ UPB-TOEFL/12/2024
This is to certify that :
Name : Anggun Cipta Maharani

Place and date of birth : Pulang Pisau, 15 June 2003

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows

Listening Comprehension 137
Structure and Written Expression : 40
Reading Comprehension 144
Total TOEFL Prediction Score  : 403
Expired date : December 20, 2026
Testing date  : December 18, 2024
Issued in : Banjarmasin

_On : December 20, 2024

@1}&1\ ent Center,
& A <X
$ 4 )

id! hasil-tes/




Lampiran XIV : Nilai SKK

NILAI EKSTRA KULIKULER
Nama : Anggun Cipta Maharani
NIM $210102030141
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik  :2024/2025
NO | ASPEK KEGIATAN | JUMLAH NILAI KETERANGAN
KEGIATAN | KUMULATIF
1. | Aspek Pokok: 3 29 1. Ma’had Al-Jami’ah
1. Aspek UIN Antasari
Keagamaan dan Banjarmasin (25)
Moral 2. Sertifikat Tes
Pancasila Keterampilan
Keagamaan Oleh
LP2M UIN Antasari
2024 (2)
3. Peserta Kajian
Muslimah Rahasia
Dibalik Puasa
Arafah Oleh LPPI
Annisa 2021 (2)
2. Aspek 12 30 1. Peserta PBAK UIN
Kepemimpinan, Antasari
Pengabian, dan Banjarmasin 2021
Loyalitas (2)
s T,
Kultas
:lgr:;r:,ater, Syariah oleh Dema
Bangsa, dan Fasya 2021 (.l)
? 3. Peserta Pelatihan
Negara

Karya Tulis Ilmiah
Mahasiswa UIN
Antasari
Banjarmasin 2023
()

Peserta Webinar
PPKM Welcome to
Univercity! Dunia
Baru dan Langkah
Yang Lebih Maju
Oleh FOSMA UIN
Antasari
Banjarmasin 2021
2

Peserta Bedah Buku
Lalu Tenggelam Di
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10.

11.

Ujung Matamu Oleh
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan 2024
3)

Peserta
Berdialektika Vol. 2
Polemik Pidana
Mati; Dilema
Penegakan Hukum
dan Hak Asasi
Manusia Oleh
PLEADS Padjajaran
Law Reserch dan
Debate Society
2022 (3)

Peserta Diskusi
Teknik Lobbying
Oleh HMJ Hukum
Tata Negara UIN
Antasari
Banjarmasin 2022

@

. Peserta Mata

Konstitusi
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Harmony Future
Interrating Law and
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Fakultas Syariah
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Peningkatan
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Berbasis Sosial
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Dosen Pembimbing

<
/
Hj. Inawati Mohammad Jainie J arajap,

Le., MA.
NIP. 197208292006042001

Dibuat rangkap 3 (tiga)

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
-1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Banjarmasin, 08 Mei 2025

NIP. 197904102006041019
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RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Anggun Cipta Maharani

Tempat dan Tanggal Lahir : Pulang pisau, 15 Juni 2003

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat Rumah : J1. Panunjung Tarung, GG. L.F Matias, RT.

007, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Hp : 083895457725
Pendidikan Formal
a. TK Al-Hidayah
b. MIN 1 Pulang Pisau
c. MTSN 1 Pulang Pisau
d. MAN 1 Pulang Pisau
e. UIN Antasari Banjarmasin
Pendidikan Non Formal
a. PKMTD Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmassin
Orang Tua
Ayah
Nama : Edy Margono (Alm)
Pekerjaan :
Alamat
Ibu
Nama : Rachmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat :JI. Panunjung Tarung, GG. L.F Matias, RT. 007,
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah.
Saudara : 1 (satu) orang
Pengalaman Kerja/magang
a. Magang Divisi Keimigrasian (Kantor Wilayah kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan)
b. Magang Bidang Perdata, Pidana, Hukum (Pengadilan Negri Marabahan
Kelas II)
Pengalaman Organisasi
a. OSIS MTSN 1 Pulang Pisau
b. OSIS MAN 1 Pulang Pisau
c. MPK MAN 1 Pulang Pisau
d. Anggota PIK-R As-Syifa
Prestasi/Achievment
a. Juara 2 PIK-R Ajang Kreatifitas Remaja Kab.Pulang Pisau



